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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
“Raih impian, hadapi tantangan dan lampaui batasmu” 
(Yoichiro Kojima) 
 
“Keep going and never quit because the champion is never quit” 
(Reza M. Syarief) 
 
 
“Lakukan yang terbaik sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas 
segalanya” 
(Magdalena Neuner) 
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ABSTRACT 
Since 2015, the village has received a new source of revenue, namely the 
Village Fund. The Village Fund originates from the APBN. Income sources in 
each village are increasing with the Village Fund and are expected to improve the 
standard of living of the village community. As the amount of village funds given 
to each village increases, the issue of the effectiveness of village fund 
management and its impact on village development must become the government's 
main concern. 
 In this research, the researcher will use descriptive qualitative method 
that aims to determine the effectiveness of Village Fund management in village 
development in Geneng Village, Gatak Subdistrict, Sukoharjo Regency using 
effectiveness measurement criteria according to Makmur (2015), namely 
timeliness, target accuracy, accuracy of size and accuracy of cost calculation. 
 From the results of the study, it can be concluded that the effectiveness of 
Village Fund management in development in Geneng Village from the timeliness 
criteria shows effective results because the planned projects can be completed 
within 1 fiscal year. The accuracy of the calculation of costs shows effective 
results because the budgeted costs can be absorbed to the maximum until the 
projects are completed. Then, the accuracy of the measurement shows the results 
have not been effective because there is a measurement between the planning and 
implementation. On the target accuracy shows effective results because the 
village government includes the community in preparing development plans, 
making development plans in accordance with community proposals and at the 
implementation stage, all activities are in accordance with the community needs. 
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ABSTRAK 
Sejak tahun 2015, desa menerima sumber penerimaan baru yaitu Dana 
Desa. Dana Desa tersebut berasal APBN.Sumber pemasukan di setiap desa kian 
meningkat dengan adanya Dana Desa serta diharapkan dapat meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat desa. Seiring dengan semakin besarnya dana desa yang 
diberikan kepada tiap desa, maka isu mengenai efektivitas pengelolaan dana desa 
dan dampaknya terhadap pembangunan desa harus menjadi perhatian utama 
pemerintah. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan 
untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa pada pembangunan desa di 
Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan 
kriteria pengukuran efektivitas menurut Makmur (2015) yaitu ketepatan waktu, 
ketepatan sasaran, ketepatan ukuran dan ketepatan perhitungan biaya. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan 
Dana Desa pada pembangunan di Desa Geneng dari kriteria ketepatan waktu 
menunjukkan hasil yang efektif dikarenakan proyek-proyek yang direncanakan 
dapat terselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Pada ketepatan perhitungan biaya 
menunjukkan hasil yang efektif karena biaya yang sudah dianggarkan dapat 
terserap secara maksimal hingga proyek-proyek tersebut selesai. Kemudian, pada 
ketepatan ukuran menunjukkan hasil belum efektif dikarenakan terdapat antara 
ukuran pada perencanaan dan pelaksanaan. Pada ketepatan sasaran menunjukkan 
hasil yang efektif karena pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam 
penyusunan rencana pembangunan dan membuat rancangan pembangunan sesuai 
dengan usulan masyarakat, kemudian pada tahap pelaksanaan, seluruh kegiatan 
sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Kata kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
       Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla, desa dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Hal ini tercermin dalam 
Nawacita ke-tiga Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah 
dan desa dalam kerangka NKRI” (Kemenkeu, 2017).  
       Pembangunan desa memiliki peranan penting dan strategis dalam 
Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah (Safri, Amir dan Yusnita, 
2017). Hal ini dikarenakan terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya 
dapat menyentuh langsung masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Safri, Amir dan Yusnita, 2017).  
       Untuk mewujudkan pembangunan daerah pedesaan, desa diberi kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri baik dari segi 
perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang  
menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Oleh, 2014). 
       Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki 
sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 
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yang dilakukannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang 
Desa, pendapatan desa bersumber dari: Pendapatan Asli Desa; alokasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); bagian dari hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa; bantuan keuangan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; hibah 
dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan desa yang 
sah lainnya.  
       Mulai tahun 2015, setiap desa mendapatkan sumber pendanaan baru dari 
APBN yang disebut dengan Dana Desa. Dana Desa dialokasikan berdasarkan 
jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka 
kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis (Riyadi dan Sutarto, 2017). Dana desa 
dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan 
dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (PP 60 
Tahun 2014). 
        Adapun yang menjadi prioritas penggunaan dana desa mencakup dua bidang 
kegiatan yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa (Abunawas, 2018). Penentuan ini atas dasar 
kewenangan berskala lokal desa, hak asal usul, keadilan, kebutuhan prioritas dan 
tipologi desa (Aziz, 2016). Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk 
mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa kepada masyarakat desa di 
ruang publik (Abunawas,2018).                         
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       Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, Dana Desa yang diberikan oleh 
pemerintah  kian meningkat. Menurut Kemenkeu (2017), awal diturunkannya 
Dana Desa yakni pada tahun 2015 jumlah  yang disalurkan  sebesar Rp 20,7 
triliun dimana rata-rata tiap desa memperoleh Dana Desa sebesar Rp280 juta. 
Kemudian pada tahun 2016, Dana Desa yang disalurkan meningkat menjadi Rp 
46,9 triliun. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah Dana Desa yang disalurkan 
sama yakni sebesar Rp 60 triliun dimana rata-rata tiap desa memperoleh Dana 
Desa sebesar Rp800 juta. 
       Sumber pemasukan di setiap desa kian meningkat dengan adanya Dana Desa 
serta diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa. Seiring 
dengan semakin besarnya dana desa yang diberikan kepada tiap desa, maka isu 
mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap 
pembangunan desa harus menjadi perhatian utama pemerintah (Riyadi dan 
Sutarto, 2017). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang 
diambil pemerintah telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan serta tujuan 
dari kebijakan dana desa tersebut (Riyadi dan Sutarto, 2017). 
        Di satu sisi, pemerintah mengklaim bahwa Dana Desa telah berhasil 
membangun sarana yang dibutuhkan masyarakat. Antara 2015 hingga 2018, 
pemerintah mengklaim dana desa sudah digunakan untuk 191 ribu kilometer (km) 
jalan desa, 24 ribu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 50 ribu Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD), dan 8.900 unit pasar desa (Kemenkeu, 2017). Selain itu, 
terdapat pula 58 ribu irigasi dan 4.100 embung yang telah dibangun dengan dana 
desa (Kemenkeu, 2017).     
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      Namun di sisi lain, pembangunan ini tidak terlihat di indikator kesejahteraan 
secara umum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 
dengan adanya Dana Desa ternyata tidak mampu mempercepat laju penurunan 
tingkat kemiskinan di pedesaan (cnbcindonesia.com, 2019).  Per September 2018, 
persentase penduduk miskin di pedesaan turun 1,07 poin menjadi sebesar 13,1% 
sejak September 2014. Padahal sepanjang periode 2011-2014 penurunan 
persentase penduduk miskin di pedesaan lebih besar, yakni turun 2,39 persen poin 
dalam 4 tahun (cnbcindonesia.com, 2019). 
       Selain belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat, penggunaan dana 
desa untuk pembangunan infrastruktur juga rentan terhadap korupsi dan 
berdampak pada penurunan kualitas pembangunan infrastruktur (neraca.co.id, 
2019).  Dikutip dari Tempo.co (2019), sebuah gedung perkantoran di Kecamatan 
Boawae, Flores tidak digunakan setelah pembangunannya selesai pada 2 tahun 
lalu karena menurut para pegawai kualitas gedung tersebut buruk sehingga 
mereka takut untuk menggunakannya.  
       Sementara itu, di Borong, Flores, jalan yang menghubungkan Desa Lehong 
dan Peot, hanya digunakan selama satu tahun saja yang kemudian rusak oleh 
hujan deras pada 2017. Padahal pembangunan jalan tersebut menghabiskan dana 
sebesar Rp 9 milliar (Tempo.co, 2019). Demikian pula, pada Desember 2018, 
jalan yang menghubungkan Desa Bugis, Cambir, dan Sola di Kabupaten 
Manggarai Timur sudah dalam kondisi buruk setelah digunakan selama satu bulan 
saja (Tempo.co, 2019). 
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       Menurut Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi yang dikutip 
pada CNN Indonesia (2019) menuturkan bahwa kondisi tersebut diduga karena 
banyak desa yang kaget dengan adanya anggaran dana desa yang jumlahnya tidak 
sedikit sehingga perangkat desa tidak tahu arah penggunaan dana desa tersebut. 
Perangkat dan masyarakat desa tidak punya perencanaan secara detail mengenai 
penggunaan dana desa serta hasil yang diharapkan dari perencanaan tersebut. 
       Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi 
keuangan Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan (Riyadi 
dan Sutatarto, 2017).  Dengan kata lain, efektivitas berhubungan dengan 
pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2009: 132). Untuk melaksanakan kegiatan yang 
sudah direncanakan misalnya pembangunan desa, maka pemerintah desa perlu 
perencanaan yang baik agar kegiatan pembangunan desa dapat terealisasi sesuai 
dengan apa yang direncanakan sebelumnya. 
       Perencanaan dan pembangunan memiliki hubungan yang berkaitan erat antara 
satu dengan yang lainnya. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal 
dari suatu proses pembangunan. Perencanaan pembangunan dijadikan sebagai 
bahan, pedoman, atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (Basri, 2018). 
Tahapan perencanaan pembangunan desa awali dengan adanya kegiatan 
Musrenbangdes yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa yang 
diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan mengikutsertakan masyarakat 
(Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). 
       Kevin Toar, Ventje Kasenda dan Fransingkoh (2019) mengkaji mengenai 
efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kawangkoan 
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Utara. Penelitian ini menggunakan kriteria berdasarkan Makmur (2015) yaitu 
ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan dan ketepatan sasaran. 
Hasil dari penelitian ini adalah ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan 
pilihan dan ketepatan sasaran sudah menunjukkan hasil yang efektif dimana pada 
ketepatan waktu pelaksanaan musyawarah sudah tepat waktu, ketepatan dalam 
menentukan pilihan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketepatan 
sasaran sudah sesuai karenan musyawarah telah diikuti oleh perwakilan dari setiap 
kelurahan dan desa. 
       Dalam membuat perencanaan suatu proyek pembangunan, perlu 
memperhatikan beberapa aspek antara lain anggaran dan jadwal pengerjaan 
(Ukirama.com, 2017). Agar proyek tidak mengalami kekurangan dana, atau 
bahkan mangkrak maka perlu perencanaan anggaran yang cukup untuk 
membiayai kebutuhan proyek sehingga proyek dapat terselesaikan. Pengerjaan 
proyek dapat selesai tepat pada waktunya apabila jadwal pengerjaan direncanakan 
dengan baik. 
       Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan untuk kemajuan desa. 
Dewasa ini, Dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, 
seperti pembangunan jalan desa dan saluran air. Pembangunan fisik ini terkadang 
tidak berimbang dengan kemauan masyarakat pada umumnya. Hal ini diakibatkan 
dari perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif dan tidak melibatkan 
semua unsur masyarakat (Basri, 2018). 
       Pembangunan desa dengan pola partisipatif  akan menciptakan pembangunan 
yang ideal (Basri, 2018). Hal ini menjadikan pembangunan lebih efektif dan 
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terukur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan dari dana desa yang 
efektif akan membantu pemerintah daerah serta pemerintah pusat dalam 
pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Basri,2018). 
       Untuk mengukur efektivitas, Makmur (2015) berpendapat bahwa terdapat 
unsur-unsur yang menjadi kriteria efektivitas. Unsur-unsur tersebut antara lain 
yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan ukuran, ketepatan 
dalam menentukan pilihan, ketepatan berfikir, ketepatan dalam melakukan 
perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran.  
       Jika dikaitkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ketepatan 
waktu dan ketepatan perhitungan biaya berhubungan dengan waktu dan biaya 
yang digunakan untuk merencanakan dan menyelesaikan proyek pembangunan. 
Sedangkan untuk ketepatan ukuran dan ketepatan sasaran berhubungan pada 
ukuran suatu proyek (volume) dan apakah proyek pembangunan sudah sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
       Penelitian yang mengkaji tentang efektivitas pengelolaan dana desa dilakukan 
oleh Marliyanto Rorong, Johny Lumolos dan G.J.E Undap (2017) mengenai 
efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bango 
Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2015. Penelitian ini 
mengggunakan kriteria menurut Makmur yaitu ketepatan waktu, ketepatan 
perhitungan biaya, ketepatan ukuran dan ketepatan berfikir. Hasil dari penelitian 
ini yaitu dari 4 kriteria yang digunakan, hanya kriteria ketepatan ukuran yang 
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sudah menunjukkan hasil efektif karena ukuran proyek pada perencanaan dan 
pelaksanaan sudah sama. 
       Edwin Kambey (2017) mengkaji tentang efektivitas penggunaan Dana Desa 
dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan 
Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas 
menurut Makmur yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan 
ukuran dan ketepatan berfikir. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria ketepatan 
pengukuran menunjukkan hasil efektif, sedangkan tiga kriteria lainnya belum 
menunjukkan hasil yang efektif. 
       Archan Yudistira, Endang Indartuti dan Bagoes Soenarjanto (2019) mengkaji 
tentang efektivitas pengelolaan dana desa tahun 2018 bagi pembangunan 
infrastruktur di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 
Penelitian ini memfokuskan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang 
kemudian dikaitkan dengan indikator efektivitas menurut Makmur yaitu ketepatan 
perintah. Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di 
pemerintah desa sudah berjalan efektif dimana pada tahap perencanaan dapat 
menampung aspirasi masyarakat, pada tahap pelaksanaan mampu merealisasikan 
usulan masyarakat dan pada tahap pelaporan pemerintah desa selalu melaporkan 
realisasi Dana Desa ke kabupaten. 
       Sri Rahayu Astitah Basri (2019) mengkaji tentang efektivitas penggunaan 
dana desa di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Penelitian 
ini menggunakan indikator berdasarkan Makmur yaitu ketepatan waktu, ketepatan 
perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan berfikir. Hasil dari 
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penelitian ini adalah ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan 
dalam pengukuran dan ketepatan berfikir sudah efektif. 
       Pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang efektivitas pengelolaan 
Dana Desa pada pembangunan desa  di Desa Geneng yang terletak pada 
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan wawancara awal yang 
dilakukan dengan Bapak Rahmadi selaku Ketua RW 06 Dukuh Sigran Desa 
Geneng pada tanggal 9 April 2019, beliau menuturkan bahwa terdapat 
ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi ukuran pada proyek betonisasi. Selain 
itu, semua pengerjaan proyek pembangunan desa dilimpahkan kepada pihak 
ketiga dan warga masyarakat tidak ikut dilibatkan dalam pelaksanaan pengerjaan 
proyek. 
       Pernyataan Bapak Rahmadi tersebut juga diperkuat dengan berita Radar Solo 
pada tanggal 12 Desember 2018 yang menyatakan bahwa masyarakat Desa 
Geneng melaporkan pemerintah Desa Geneng ke Inspektorat Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo terkait adanya kecurigaan terhadap pengerjaan beberapa 
proyek dimana terdapat kejanggalan pada ukuran volume proyek. Berikut kutipan 
dari berita tersebut. 
     Pemerintah Desa Geneng dilaporkan masyarakat ke Inspektorat Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Mereka mencurigai beberapa pengerjaan proyek 
di desa tersebut bermasalah. Terkait hal ini, Inspektorat akan melakukan 
pengecekan lapangan. ... Selain itu, selama ini tidak ada transparansi dalam 
laporan pengerjaan Dana Desa pada masyarakat. Mereka juga mengaku sudah 
melakukan pengecekan di beberapa titik lokasi pembangunan. Warga curiga 
adanya kejanggalan pada ukuran volume pengerjaan . Selain itu, pada pelaksanaan 
tertulis TPK dan masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya masyarakat tidak 
dilibatkan. (Radar Solo, 12 Desember 2018). 
.  
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       Berdasarkan fenomena diatas baik fenomena dari berita, fenomena yang ada 
di Desa Geneng serta beberapa penelitian terdahulu terkait tentang efektivitas 
pengelolaan Dana Desa, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait 
persoalan efektivitas pengelolaan Dana Desa  yang nantinya akan difokuskan pada 
tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan dilihat 
efektivitasnya menggunakan kriteria-kriteria menurut Makmur (2015).  
       Peneliti menggunakan kriteria menurut Makmur (2015) karena pada 
penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan kriteria menurut Makmur (2015) 
untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa. Selain itu, 
penggunaan kriteria Makmur (2015) juga digunakan untuk mengukur tingkat 
efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan seperti pada penelitian Kevin 
Toar, Ventje Kasenda dan Fransingkoh (2019) yang mana musyawarah ini 
merupakan tahap awal dalam proses perencanaan pembangunan.  
       Berdasarkan hal tersebut, maka menurut peneliti kriteria-kriteria efektivitas 
menurut Makmur dianggap sesuai untuk mengukur efektivitas pengelolaan Dana 
Desa yang difokuskan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sehingga 
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan 
Dana Desa pada Pembangunan Desa di Desa Geneng Kecamatan Gatak 
Kabupaten Sukoharjo”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
       Berdasarkan latar belakang diatas, masalah-masalah dalam penelitian ini 
dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
Pembangunan infrastruktur kian meningkat dengan adanya dana desa. Namun, hal 
ini belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. 
Pembangunan infrastruktur rentan terhadap korupsi dan berdampak pada  
penurunan kualitas bangunan. 
Adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi ukuran proyek betonisas 
di wilayah Desa Geneng. Hal ini menimbulkan kecurigaan sehingga warga 
melakukan pengecekan ulang. 
 
1.3. Batasan Masalah 
       Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Ruang lingkup penelitian hanya pada Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo. 
Penelitian ini hanya meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana desa yang 
digunakan untuk pembangunan infrakstruktur pada tahun anggaran 2018. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
      Berdasarkan masalah yang telah dibatasi, maka perumusan masalahnya adalah 
bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa pada pembangunan desa di Desa 
Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo?. 
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1.5. Tujuan Penelitian 
       Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa pada pembangunan 
desa di Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
       Berangkat dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
Teoritis 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam memperluas wawasan terkait tentang efektivitas pengelolaan Dana Desa. 
Selanjutnya penelitian ini dharapkan dapat menjadi bahan referensi atau literatur 
terkait tentang efektivitas pengelolaan Dana Desa bagi penelitian mendatang.  
Praktis 
       Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan membantu 
aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa 
secara efektif dan memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan proses pengelolaan 
keuangan dana desa. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
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1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
       Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian tentang 
efektivitas pengelolaan Dana Desa pada pembangunan di Desa Geneng 
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo ini akan dibagi dalam lima bab, pada 
masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai penjelasan yang lebih 
terperinci dari setiap bab-nya. 
BAB I    PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisikan uraian umum mengenai penelitian ini. Bab ini mencakup 
latar belakang masalah mengenai efektivitas pengelolaan dana desa. Setelah latar 
belakang, dipaparkan identifikasi masalah terkait efektivitas pengelolaan dana 
desa, batasan masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas mengenai tinjauan literatur teori yang berkaitan dengan 
efektivitas pengelolaan dana desa.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang jenis penelitian, subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, serta validitas dan reliabilitas data. 
BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasan. 
BAB V    PENUTUP 
Bab ini menjelaskan bagian akhir dari penelitian, berupa kesimpulan, keterbatasan 
masalah dan saran.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
2.1 Kerangka Teori 
2.1.1 Pengertian Efektivitas dan Kriteria Efektivitas 
       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif 
yang artinya dapat memberikan hasil, akibat serta pengaruh. Menurut Halim dan 
Kusufi (2012: 134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 
mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi sudah berhasil mencapai tujuannya, 
maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah efektif.  
       Makmur (2015: 141) mendefiniskan efektivitas yaitu suatu usaha yang 
dilakukan untuk menciptakan ketepatan penggunaan berbagai sumber yang 
dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat. Suatu kegiatan 
dapat dikatakan efektif jika pada proses pelaksanaannya menggambarkan 
ketepatan antara apa yang kita harapkan dengan hasil yang dicapai. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah ketepatan harapan, implementasi dan 
hasil yang dicapai. 
       Mardiasmo (2009: 132) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada 
dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas 
adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Kegiatan 
operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan 
dan sasaran. Berdasarkan beberapa pengertian diatas,  dapat disimpulkan bahwa 
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efektivitas adalah ukuran seberapa jauh tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
       Menurut Makmur (2015:7-9) unsur-unsur yang menjadi kriteria efektivitas, 
antara lain: 
1. Ketepatan waktu 
       Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan dari suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Efektivitas pencapaian tujuan 
dapat dilihat dari penggunaan waktu secara tepat. 
2. Ketepatan perhitungan biaya 
       Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari 
efektivitas. Maksud dari ketepatan perhitungan biaya adalah kegiatan dapat 
diselesaikan tanpa mengalami kekurangan maupun kelebihan pembiayaan. 
3. Ketepatan dalam pengukuran 
       Setiap kegiatan yang dilakukan memiliki ukuran keberhasilan tertentu. 
Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan adalah 
bagian dari efektivitas kegiatan. 
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. 
       Kesalahan dalam memilih sesuatu dapat menimbulkan merupakan gambaran 
ketidakefektivan serta kemungkinan dapat mengakibatkan penyesalan di 
kemudian hari. Dalam menentukan pilihan bukanlah persoalan yang gampang 
dimana kita harus menemukan yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada. 
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5. Ketepatan berpikir 
       Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang 
senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat 
memberikan hasil yang maksimal. 
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. 
       Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh 
kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah 
yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak 
dapat dimengeri dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan 
merugikan organisasi. 
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan 
       Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk 
mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan 
secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama 
yang berorientasi kepada jangka panjang. 
8. Ketepatan sasaran 
       Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun 
secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian 
pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan 
menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. 
       Sedangkan menurut Gibson (1991), kriteria-kriteria untuk mengukur 
efektivitas suatu organisasi adalah sebagai berikut: 
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1. Produksi (production), yaitu gambaran mengenai tingkat kemampuan 
organisasi guna menghasilkan jumlah dan mutu output sesuai dengan 
permintaan lingkungan. Ukuran produksi misalnya jumlah dokumen yang 
berhasil diproses, jumlah orang yang berhasil dilayani dan sebagainya. 
2. Efisiensi (effisiency), yaitu perbandingan antara output dengan input. Ukuran 
efisiensi harus dinyatakan dengan perbandingan, misalnya perbandingan hasil 
kerja dengan waktu yang dibutuhkan. 
3. Kepuasan (satisfaction), yaitu ukuran seberapa jauh suatu organisasi dapat 
memenuhi keinginan masyarakat. 
4. Adaptasi (adaptation), yaitu gambaran sejauh mana organisasi dapat 
merespon perubahan yang terjadi baik itu perubahan internal maupun 
eksternal. 
5. Perkembangan (development), yaitu gambaran kemampuan suatu organisasi 
untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi masalah lingkungan. 
       Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat 
efektivitas adalah kriteria menurut Makmur (2015) yaitu ketepatan waktu, 
ketepatan perhitungan biaya, ketepatan pengukuran dan ketepatan sasaran. Hal ini 
dikarenakan kriteria-kriteria tersebut dianggap paling relevan untuk mengukur 
efektivitas pengelolaan dana desa yang ditinjau dari segi perencanaan dan 
pelaksanaannya. 
2.1.2 Pengelolaan Dana Desa 
       Pengelolaan dapat diartikan sebagai rangkaian suatu  proses yang dimulai dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
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pertanggungjawaban (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Sedangkan Dana 
Desa merupakan salah satu pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah (APBN). Dapat disimpulkan bahwa 
pengelolaan dana desa adalah adalah serangkaian proses untuk menurunkan 
hingga mempertanggungjawabkan anggaran yang bersumber dari APBN. 
       Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi: 
Tahap perencanaan 
       Pada tahap ini,  sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun berkenaan. 
RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka waktu 1 
tahun. Penyusunan RKP Desa oleh pemerintah desa disesuaikan dengan informasi 
dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan 
rencana kegiatan pemerintah, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada bulan Juli tahun berjalan, RKP Desa 
mulai disusun oleh pemerintah desa serta ditetapkan paling lambat akhir bulan 
September (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). 
        Untuk menyusun rencana pembangunan desa, pemerintah desa wajib 
menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 
dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Kegiatan Musrenbangdes menetapkan 
prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa.   
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1. Tahap penganggaran 
       Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan 
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Rencana Kegiatan dan 
Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan 
pedoman dalam proses penganggaran. APBDes  merupakan rencana anggaran 
keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 
program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. 
2. Tahap pelaksanaan 
       Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) Desa. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa 
berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji 
kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana 
untuk kegiatan yang dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran 
apabila tidak memenuhi persyaratan. 
3. Tahap penatausahaan 
       Tahap penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa. Bendahara desa 
wajib melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta 
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan 
dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, bukukas 
pembantu pajak dan buku bank. Bendahara berkewajiban untuk membuat laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
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4. Tahap pelaporan 
       Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada 
bupati/walikota melalui camat berupa laporan semester I dan laporan semester II. 
Laporan semester I disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan 
laporan semester II disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun 
berikutnya. 
5. Tahap pertanggungjawaban 
       Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun 
anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada 
masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat. 
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Gambar 2.1 
Siklus Pengelolaan Keuangan 
 
 
        
          Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015 
 
       Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dalam 
pengelolaan keuangan desa terdapat asas-asas sebagai berikut: 
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
mengetahui serta memperoleh informasi secara luas mengenai keuangan desa. 
1. Akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel menentukan bahwa 
setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. 
Perencanaan 
Penganggaran 
Pelaksanaan 
Penatausahaan 
Pelaporan 
Pertanggung 
jawaban 
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2. Partisipatif merupakan keikutsertaan kelembagaan desa dan unsur masyarakat 
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
3. Tertib dan disiplin anggaran merupakan menggunakan aturan dan pedoman 
dalam pengelolaan keuangan desa. 
       Pemberian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di 
desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa,  mengatasi 
kesenjangan pembangunan antardesa,serta memperkuat masyarakat desa sebagai 
subjek dari pembangunan (Kemenkeu, 2017). Dana desa diprioritaskan untuk 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Permendes Nomor 19 Tahun 
2017). 
       Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat 
kesulitan geografis (PP Nomor 60 Tahun 2014). Tingkat kesulitan geografis 
ditentukan oleh faktor-faktor antara lain ketersediaan layanan dasar, kondisi 
infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota (PP Nomor 60 
Tahun 2014) 
       Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi No. 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana 
desa tahun 2018,  penggunaan dana desa didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 
1. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa 
membeda-bedakan. 
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2. Tipologi desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik 
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, 
serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. 
3. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih 
mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan 
sebagian besar masyarakat desa. 
4. Kewenangan desa yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa. 
5. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas dari masyarakat. 
6. Swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu mengutamakan pelaksanaan 
secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, 
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan 
lokal 
2.1.3 Pembangunan Desa 
       Pembangunan desa merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas hidup 
masyarakat desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa). Dengan adanya 
pembangunan desa, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan kualitas hidup manusia serta mengatasi kemiskinan (Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pembangunan desa berperan penting dalam 
pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan desa merupakan dasar 
dari sebuah pembangunan. 
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       Pembangunan desa dimulai dengan adanya proses perencanaan 
pembangunan. Proses perencanaan diselenggarakan oleh pemerintah desa yang 
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat secara 
partisipatif (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). Dalam menyusun perencanaan 
pembangunan desa, pemerintah desa harus mengacu pada perencanaan 
pembangunan kabupaten/kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 
harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. 
       Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi: 
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)  
       Rencana ini untuk jangka waktu 6 tahun dimana didalamnya memuat visi dan 
misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan antara 
lain bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, 
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa (Permendagri Nomor 
114 Tahun 2014). Penetapan RPJM Desa paling lama jangka waktu 3 bulan 
terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. 
       Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, berikut ini beberapa 
rencana kegiatan yang dapat dimasukkan dalam rancangan RPJM Desa: 
Bidang penyelenggaran pemerintahan desa, antara lain: pendataan desa, 
pengelolaan informasi desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, 
penyelenggaraan kerjasama antardesa, pendataan desa, penyusunan tata ruang 
desa serta kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 
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1. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:  
a. Pembangunan, pemanfaatn dan pemiliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan antara lain: posyandu, sanitasi lingkungan dan sarana prasarana 
kesehatan lainnya. 
b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan 
lingkungan desa antara lain: jalan permukiman, jalan antardesa serta 
infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kondisi desa. 
c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan dan kebudayaan antara lain: pendidikan anak usia dini, taman 
bacaan masyarakat serta sarana prasaran pendidikan dan kebudayaan 
lainnya. 
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfatan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain: pasar desa, 
pembibitan tanaman pangan, pembentukan dan pengembangan BUMDesa 
serta sarana prasarana ekonomi lainnya. 
e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain: pemeliharaan hutan bakau, 
penghijauan, pembuatan terasering, perlindungan terumbu karang serta 
kegitan pelestarian lingkungan hidup lainnya. 
2. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain: pembinaan lembaga adat, 
pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasaranan 
olahraga, serta kegiatan lainnya sesuai desa. 
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3. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain: pelatihan teknologi tepat 
guna, peningkatan kapasitas masyarakat, pelatihan usaha ekonomi serta 
kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa. 
       Tim penyusun RPJM Desa dibentuk oleh kepala desa yang berjumlah paling 
sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dengan mengikutsertakan perempuan. 
Tim penyusun RPJM Desa terdiri dari: kepala desa selaku pembina, sekretaris 
desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris 
serta anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan 
masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.  
       Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa dapat 
dilihat dalam bagan berikut ini. 
Gambar 2.2 
Bagan Proses Penyusunan RPJM Desa 
 
 
          Sumber: Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2015 
Penyelarasan arah 
kebijakan pembangunan 
kabupaten/kota 
Pengkajian keadaan desa 
Penyusunan rancangan 
RPJM Desa 
Penyempurnaan rancangan 
RPJM Desa 
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2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 
       RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 
tahun (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). Penyusunan RKP Desa oleh 
pemerintah desa disesuaikan dengan informasi dari pemerintah daerah 
kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan 
pemerintah, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Pada bulan Juli tahun berjalan, RKP Desa mulai disusun oleh 
pemerintah desa serta ditetapkan paling lambat akhir bulan September.   
       Kepala desa menyusun RKP Desa dengan melibatkan masyarakat. Proses 
penyusunan RKP Desa dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. 
 
 
Gambar 2.3 
Bagan Proses Penyusunan RKP Desa 
 
 
Sumber: Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2015 
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       Dalam pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa mengkoordinasikan 
seluruh kegiatan pembangunan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa. 
Menurut buku panduan perencanaan pembangunan desa, terdapat 2 jenis 
pelaksanaan pembangunan yaitu pembangunan desa berskala lokal desa serta 
pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke wilayah desa. 
       Pembangunan desa berskala lokal dilaksanakan sejak APB Desa dan dikelola 
secara swakelola, kerjasama antar desa/ dengan pihak ketiga. Pembangunan Desa 
yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
       Berikut ini hasil penelitian yang relevan sebagai bahan pendukung dalam 
melaksanakan penelitian, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh: 
       Pertama, Edwin Kambey (2017) mengkaji tentang efektivitas penggunaan 
Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan 
Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan indikator 
efektivitas menurut Makmur yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, 
ketepatan ukuran dan ketepatan berfikir. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria 
ketepatan pengukuran menunjukkan hasil efektif, sedangkan tiga kriteria lainnya 
belum menunjukkan hasil yang efektif. 
       Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rorong, Lumolos dan Undap (2015) 
mengenai Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango 
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Kecamatan Wori  Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada kriteria ketepatan penentuan waktu untuk 
melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Bango belum 
optimal. Pada kriteria ketepatan perhitungan biaya menunjukkan hasil belum 
efektif karena tidak sesuai dengan kualitas bangunan. Pada kriteria ketetapan 
ukuran sudah menunjukkan hasil efektif karena pengukuran dilakukan secara 
berulang-ulang. Pada kriteria ketepatan berfikir menujukkan hasil belum efektif. 
       Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Archan Yudistira, Endang Indartuti 
dan Bagoes Soenarjanto (2019) mengkaji tentang efektivitas pengelolaan dana 
desa tahun 2018 bagi pembangunan infrastruktur di Desa Ngimbangan Kecamatan 
Mojosari Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini memfokuskan tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan yang kemudian dikaitkan dengan indikator efektivitas 
menurut Makmur yaitu ketepatan perintah. Hasil dari penelitian ini adalah kepala 
desa sebagai pimpinan tertinggi di pemerintah desa sudah berjalan efektif dimana 
pada tahap perencanaan dapat menampung aspirasi masyarakat, pada tahap 
pelaksanaan mampu merealisasikan usulan masyarakat dan pada tahap pelaporan 
pemerintah desa selalu melaporkan realisasi Dana Desa ke kabupaten. 
      Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu Astitah Basri (2019) 
mengkaji tentang efektivitas penggunaan dana desa di Desa Leppangeng 
Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan indikator 
berdasarkan Makmur yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, 
ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan berfikir. Hasil dari penelitian ini 
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adalah ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam 
pengukuran dan ketepatan berfikir sudah efektif. 
       Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mingkid, G.J., D. Liando dan J. 
Lengkong (2017) mengenai Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam 
Peningkatan Pembangunan (Studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat 
Kab. Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan 3 kriteria untuk pengukuran 
efektivitasnya yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitiannya 
menyatakan bahwa pencapaian tujuan Dana Desa dalam peningkatan 
pembangunan sudah tercapai, integrasi di sudah cukup baik danpartisipasi 
masyarakat tinggi. Akan tetapi, untuk transparansi masih kurang merata. 
       Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Turere, R. S. I., D. C Rotinsulu dan 
E. N Walewangko (2018) mengenai Efektivitas Dana Desa terhadap Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. 
Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas untuk mengukur tingkat 
efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dana desa 
menunjukkan hasil diatas 100% serta mampu memberikan dampak secara 
langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana Desa cukup mampu 
memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan 
yang memadai, memberikan peluang tenaga kerja, serta mampu meningkatkan 
pembangunan masyarakat. 
       Ketujuh, Slamet Riyadi dan Sutarto (2017) mengenai Analisis Efektivitas dan 
Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi 
Kasus Kabupaten:  Cianjur, Karawang,  Kuningan dan Tangerang). Penelitian ini 
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menggunakan rasio efektivitas untuk pengukuran efektivitasnya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat penyerapan dan pelaksanaan dana desa di 4 daerah 
sampel sudah efektif. Namun, masih ditemui kendala seperti kendala teknis 
misalnya faktor cuaca ekstrim dan kondisi geografis serta kendala administrasi 
misalnya penatausahaan penggunaan dana desa. 
 2.3 Kerangka Berpikir 
       Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Desa 
dikucurkan pemerintah serta dibagikan kepada tiap-tiap desa. Penelitian ini 
memfokuskan penggunaan dana desa untuk pembangunan saja. Pengelolaan dana 
desa yang dianalisis meliputi tahap perencanaan dan pelaksanaan kemudian 
diukur tingkat efektivitasnya. Untuk mengukur tingkat efektivitas, penelitian ini 
menggunakan kriteria efektivitas menurut Makmur (2015). Kriteria efektivitas 
menurut Makmur (2015) yang digunakan meliputi: 
Ketepatan waktu 
        Ketepatan waktu berhubungan dengan pelaksanaan tahap perencanaan dan 
tahap pembangunan. Tahap perencanaan pembangunan dapat dikatakan efektif 
apabila kegiatan Musrenbangdes dan penetapan RKP dilaksanakaan sesuai dengan 
waktu yang ditentukan oleh Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan tahap 
pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan efektif apabila seluruh proyek 
pembangunan dapat terselesaikan selama 1 tahun anggaran. 
Ketepatan perhitungan biaya 
       Ketepatan perhitungan biaya berhubungan dengan RAB yang dibuat pada 
tahap perencanaan dan direalisasikan pada tahap pelaksanaan pembangunan. 
32 
 
 
Perhitungan biaya dapat dikatakan efektif apabila  perhitungan biaya dalam 
Rencana Anggaran Belanja (RAB) dapat terserap secara maksimal pada saat 
pelaksanaan pembangunan.  Hal ini didasarkan bahwa tujuan dari penyusunan 
RAB adalah sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan 
(risehtunong.blogspot.com, 2016) 
Ketepatan ukuran 
       Ketepatan ukuran berhubungan dengan ukuran proyek yang sudah 
direncanakan dan ukuran proyek pada tahap pelaksanaan pembangunan. 
Ketepatan ukuran dikatakan efektif apabila ukuran proyek pengerjaan 
pembangunan (panjang,lebar,volume) pada tahap perencanaan dan tahap 
pelaksanaan selalu konsisten. Hal ini dikarenakan bahwa ukuran proyek pada 
tahap perencanaan merupakan acuan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. 
Ketepatan sasaran 
       Ketepatan sasaran berhubungan dengan sasaran dari kegiatan pada tahap 
perencanaan yaitu kegiatan Musrenbangdes. Kegiatan Musrenbangdes diadakan 
oleh pemerintah desa dan diikuti oleh masyarakat desa. Kemudian, ketepatan 
sasaran juga berhubungan dengan rencana dan realisasi proyek pembangunan 
apakah sudah sesuai dengan usulan masyarakat atau belum. Hal ini dikarenakan 
masyarakat merupakan subyek pembangunan (Menkeu, 2017). 
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Gambar 2.4 
Kerangka Berpikir 
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Kriteria efektivitas menurut Makmur (2015) : 
1. Ketepatan waktu 
2. Ketepatan perhitungan biaya 
3. Ketepatan ukuran 
4. Ketepatan sasaran 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
       Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Geneng Kecamatan Gatak 
Kabupaten Sukoharjo. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu mulai 
dari proses penyusunan proposal hingga hasil penelitian atau penelitian selesai 
yaitu pada bulan Februari 2019 hingga Oktober 2019 
3.2 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis suatu 
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, pemikiran individual ataupun 
kelompok (Bachri, 2010). . 
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 
       Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua jenis 
yaitu: 
1. Data Primer 
       Data primer mengacu pada infomasi yang didapatkan secara langsung dari 
narasumber yang diinginkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2017: 130). 
Dalam hal ini, data primer diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara 
terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Geneng 
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yaitu sekretaris desa, kaur bidang 
perencanaan, wakil ketua BPD, ketua RT, ketua RW dan perwakilan masyarakat. 
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2. Data Sekunder 
       Menurut Sakaran dan Bougie (2017: 130) data sekunder yaitu data yang 
diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Peneliti hanya 
memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Data tersebut berupa 
sumber pustaka, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang terkait dalam 
hal pengelolaan dana desa seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa, laporan 
publikasi keuangan desa dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
       Menurut Indranata (2008: 111), teknik pengumpulan data merupakan bagian 
instrumen pengumpulan data yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu 
penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan 
data yaitu: 
1. Wawancara 
       Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan melakukan tanya jawab terhadap narasumber (Indranata, 2008: 119).  
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang 
bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa. Selain itu, peneliti merekam 
wawancara sebagai bahan cross check terhadap data dan informasi. Peneliti 
mewawancarai sekretaris desa, kaur perencanaan, wakil ketua BPD, ketua RT, 
ketua RW dan perwakilan masyarakat. 
2. Observasi 
       Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan melakukan  pengamatan 
secara langsung mengenai fakta dan kondisi di lapangan (Indranata, 2008: 126). 
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Dengan melakukan observasi, peneliti akan lebih mengetahui dan memahami 
konteks data secara menyeluruh (Sugiyono, 2017). Observasi dilakukan dengan 
melakukan pengamatan langsung terhadap fokus masalah dalam penelitian yaitu 
efektivitas pengelolaan Dana Desa. 
3. Dokumentasi 
       Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari catatan tertulis maupun 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen ini 
dapat berupa gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lainnya yang 
dapat mendukung penelitian.  
3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 
       Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Data 
dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 
dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan (Sugiyono, 2017).  
       Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas dengan triangulasi. Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan 
keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu 
sendiri yang dipakai sebagai pembanding terhadap data tersebut  (Bachri, 2010). 
       Menurut Bachri (2010), ada beberapa model triangulasi antara lain: 
1. Triangulasi sumber 
       Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan tingkat kepercayaan 
suatu informasi yang didapatkan dari sumber yang berbeda. Dengan triangulasi 
37 
 
 
sumber, peneliti mamastikan antara informasi yang didapatkan dari sumber satu 
dengan sumber yang lainnya. 
2. Triangulasi teknik 
       Trianggulasi teknik dapat dilakukan dengan cara memakai lebih dari satu 
tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang sama. Triangulasi 
teknik dapat juga dilakukan dengan check dan recheck. Dengan menggunakan 
triangulasi tehnik, maka data yang didapatkan adalah data yang benar-benar valid. 
       Penelitian ini menggunakan model triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Hal ini disebabkan karena peneliti mengkonfirmasi informasi yang didapat 
dengan cross check kepada sumber yang berbeda dan menggunakan teknik yang 
berbeda. 
3.6 Teknik Analisis Data 
       Menurut Sugiyono (2017: 244) analisis data merupakan suatu proses yang 
dilakukan untuk menyusun data-data yang diperoleh dengan cara 
mengelompokkan data-data tersebut dan membuat kesimpulan. Analisis data data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif. 
       Menurut Sugiyono (2017: 247-252), tehnik analisis data dengan pendekatan 
kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari tahapan sebagai 
berikut: 
1. Reduksi Data 
       Reduksi data merupakan proses merangkum dengan memilih hal-hal yang 
pokok sesuai dengan tema yang telah ditentukan (Sugiyono, 2017). Hal tersebut 
dapat membantu dalam memberikan gambaran lebih jelas serta dapat 
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mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Reduksi data ini berlangsung 
secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung. 
       Peneliti mengumpulkan informasi terkait dengan efektivitas pengelolaan 
Dana Desa yang difokuskan pada pembangunan desa khususnya di Desa Geneng.  
Pengumpulan informasi ini akan membantu peneliti dalam menentukan 
pertanyaan selanjutnya. 
2. Penyajian Data 
       Pada tahap penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian 
naratif, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2017). 
Semuanya disusun untuk menggabungkan informasi yang telah didapatkan. Hal 
ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami informasi yang telah 
direduksi sebelumnya. 
       Pada tahap ini, peneliti memperhatikan proses tahap perencanaan dan tahap 
pelaksanaan pembangunan desa Geneng yang telah terjadi di masa lampau. Selain 
itu, peneliti juga mencari berita atau informasi terkait dengan pelaksanaan 
pembangunan di Desa Geneng. 
3. Penarikan Kesimpulan 
       Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Pada 
tahap ini, peneliti membuat kesimpulan yang kemudian diverifikasi selama proses 
penelitian berlangsung (Sugiyono, 2017). Fokus pada penelitian ini adalah tahap 
perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk memudahkan 
dalam menarik kesimpulan, maka peneliti membuat kriteria yang digunakan untuk 
mengukur efektivitas. Kriteria yang digunakan mengacu pada Makmur (2015). 
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Hal ini dikarenakan kriteria efektivitas menurut Makmur (2015) sesuai untuk 
mengukur tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.  
Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menggunakan 
indikator efektivitas berdasarkan Makmur (2015) berikut: 
1. Ketepatan waktu, dapat dikatakan efektif apabila pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan Musrenbangdes serta penetapan RKP desa dilaksanakan sesuai 
dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang  Pedoman 
Pembangunan Desa dan tahap pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan 
selama 1 tahun anggaran.  
2. Ketepatan perhitungan biaya, dapat dikatakan efektif apabila RAB yang 
dibuat pada tahap perencanaan dapat terserap secara maksimal yakni sebesar 
100% pada tahap pelaksanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa 
tujuan dari penyusunan RAB adalah sebagai pedoman pada saat pelaksanaan 
kegiatan pembangunan (risehtunong.blogspot.com, 2016) 
3. Ketepatan ukuran, dapat dikatakan efektif apabila ukuran proyek (panjang, 
lebar, kedalaman) pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan selalu 
konsisten. Hal ini dikarenakan bahwa ukuran proyek pada tahap perencanaan 
merupakan acuan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. 
4. Ketepatan sasaran, dapat dikatakan efektif apabila proyek-proyek 
pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sudah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan subyek 
pembangunan (Menkeu, 2017). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Desa Geneng 
       Berikut ini gambaran umum wilayah Desa Geneng dan kondisi geografisnya. 
Dalam Laporan Badan Pusat Statistik 2018 dapat diperoleh data sebagai berikut:  
4.1.1 Kondisi Geografis 
       Desa Geneng merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan 
Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Desa Geneng memiliki batas 
wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara: Desa Jati 
2. Sebelah timur: Desa Jetis 
3. Sebelah barat: Desa Blimbing 
4. Sebelah selatan: Desa Krajan 
       Wilayah Desa Geneng memiliki luas 143 Ha dan jarak dari Desa Geneng ke 
Kecamatan Gatak adalah sebesar 1,8 km. Sebagian besar wilayah Desa Geneng 
merupakan wilayah persawahan dengan luas total sebanyak 91 Ha. Sebanyak 
36,32 Ha merupakan pekarangan dan 15,68 Ha merupakan penggunaan lahan 
yang lainnya seperti untuk permukiman, sekolah dan lain-lain. 
4.1.2 Kondisi Demografi 
       Desa Geneng memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.506 jiwa dengan jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 1.650 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.856 
jiwa. Untuk tingkat kesejahteraan keluarga, sebanyak 121 KK merupakan 
keluarga pra sejahtera, 324 KK merupakan keluarga sejahtera tingkat I, 330 KK 
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merupakan keluarga sejahtera tingkat II, 403 merupakan keluarga sejahtera 
tingkat III dan 6 KK merupakan keluarga sejahtera tingkat 3 plus. 
4.1.3 Pembagian Wilayah dan Struktur Pemerintahan Desa Geneng 
Pembagian wilayah 
       Wilayah Desa Geneng terbagi ke dalam 12 dukuh dengan jumlah 22 RT dan 6 
RW. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.1 
Pembagian Wilayah Desa Geneng 
 
No. Nama Dukuh Jumlah RT Wilayah RW 
1. Gawok 1 1 
2. Tegal Krecekan 1 1 
3. Geneng 3 1 dan 2 
4. Tinggen 1 2 
5. Kranggan 2 3 
6. Kutan 1 3 
7. Senden 2 3 dan 4 
8. Klenisan 2 4 
9. Sidorejo 1 4 
10. Krecekan 2 5 
11. Kaworan 3 5 
12. Sigran 3 6 
Total 22 RT 6 RW 
      Sumber: Pemerintah Desa Geneng, 2019. 
Struktur Pemerintahan Desa Geneng 
       Pemerintahan Desa Geneng memiliki 8 pamong desa dan 2 kepala 
dusun/bayan. Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Geneng:  
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Gambar 4.1 
Struktur Pemerintahan Desa Geneng 
 
 
 
Sumber: Pemerintah Desa Geneng Tahun 2018 
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43 
 
 
4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Tahap Perencanaan 
       Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa.. 
Perencanaan pembangunan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM Des) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Desa untuk jangka waktu 1 tahun (BPKP, 2015). Tahap 
perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Geneng dapat dijelaskan melalui 
bagan berikut. 
Gambar 4.2 
Tahap Perencanaan di Desa Geneng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Hasil wawancara dengan responden, 2019. 
       Dari tahapan-tahapan tersebut, kemudian diukur menggunakan indikator-
indikator efektivitas sebagai berikut. 
 
 
 
RT Pemerintah Desa 
Rapat di tiap wilayah RT 
Menampung usulan warga   
Mengadakan Musrenbangdes 
untuk membahas hasil rapat di 
tiap wilayah RT 
Menetapkan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Desa 
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Tabel 4.2 
Indikator Efektivitas pada Tahap Perencanaan 
 
No Indikator Penilaian 
1. Ketepatan waktu Waktu pelaksanaan Musrenbangdes dan 
penetapan RKP Desa 
2. Ketepatan perhitungan biaya Pembuatan RAB dalam tahap 
perencanaan 
3. Ketepatan ukuran Penentuan ukuran-ukuran proyek di 
dalam RKP Desa 
4. Ketepatan sasaran Adanya keterlibatan masyarakat dalam 
proses perencanaan  
Sumber: Makmur, 2015 (dengan pengembangan). 
       Untuk mengukur kriteria ketepatan waktu pada tahap perencanaan, dapat 
dilihat dari waktu pelaksanaan penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan 
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). RKP Desa mulai 
disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling 
lambat akhir bulan September (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). Sebelum 
menentukan RKP Desa, tiap wilayah RT akan mengadakan musyawarah tingkat 
RT untuk membahas usulan-usulan masyarakat mengenai pembangunan apa saja 
yang diperlukan di tiap wilayah. Usulan-usulan tersebut kemudian disampaikan 
dalam (Musrenbangdes) yang dilakukan selambat-lambatnya bulan Juni tahun 
berjalan (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). 
       Kegiatan Musrenbangdes Desa Geneng diadakan pada bulan Oktober. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan dari informan-informan berikut ini:  
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Tabel 4.3 
Hasil Wawancara terkait Kegiatan Musrenbangdes 
 
No. Narasumber Pernyataan 
1. Wakil Ketua BPD 
Desa Geneng 
 
“Bulan September itu tiap wilayah RT 
mengadakan rapat untuk membahas usulan 
pembangunan. Kemudian baru di bulan Oktober 
diadakan Musrenbangdes” 
2. Kaur Perencanaan 
Desa Geneng 
“Untuk Desa Geneng, Musrenbangdes diadakan 
bulan Oktober”  
 
3. Sekretaris Desa 
Geneng  
“Biasanya pelaksanaan Musrenbangdes itu sekitar 
bulan Oktober” 
4. Ketua RT 03/04 
Klenisan, Geneng  
“Musrenbangdes diadakan sekitar bulan Oktober” 
5. Ketua RW 06 
Dukuh Sigran  
“Kegiatan Musrenbangdes dilaksanakan pada 
bulan Oktober” 
  Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua pihak mengatakan hal yang 
sama. Semua pihak mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes di Desa 
Geneng diadakan pada bulan Oktober. 
       Setelah kegiatan Musrenbangdes selesai, pemerintah desa menetapkan RKP 
Desa sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 
tahun. Pihak-pihak yang mengetahui penetapan RKP ini antara lain Kaur 
Perencanaan, sekretaris desa, BPD, RT dan RW. Pemerintah desa Geneng 
menetapkan RKP Desa pada awal November. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
berikut ini: 
Tabel 4.4 
Hasil Wawancara terkait Penetapan RKP Desa Geneng 
 
No. Narasumber Hasil Wawancara 
1. Kaur Perencanaan  “Untuk RKP ditetapkan setelah Musrenbangdes itu 
awal bulan November” 
                                                                                                 Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 4.3 
 
No. Narasumber Pernyataan 
2. Sekretaris Desa 
Geneng  
 
“Penetapan RKP Desa itu sekitar awal bulan 
November” 
3. Wakil Ketua BPD 
Desa Geneng  
 
“Untuk RKP  ditetapkan setelah Musrenbangdes 
sekitar awal bulan November” 
Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
Berdasarkan tabel diatas,  kaur perencanaan, ekretaris Desa Geneng dan wakil 
ketua BPD Desa Geneng menyebutkan hal sama. Mereka mengatakan bahwa 
penetapan RKP Desa Geneng yaitu pada awal bulan November. 
       Dari berbagai hasil wawancara tersebut, maka pengukuran ketepatan waktu 
dapat disimpulkan dalam tabel berikut. 
Tabel 4.5 
Pengukuran Ketepatan Waktu 
 
KETEPATAN WAKTU 
Berdasarkan Permendagri 
Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman 
Pembangunan Desa 
Berdasarkan tahap 
perencanaan di Desa 
Geneng 
Penilaian 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
Pelaksanaan 
Musrenbangdes dilakukan 
selambat-lambatnya bulan 
Juni tahun berjalan 
Musrenbangdes 
dilaksanakan pada bulan 
Oktober 
 √ 
Penetapan RKP Desa paling 
lambat akhir bulan 
September. 
Penetapan RKP 
dilaksanakan pada awal 
bulan November 
 √ 
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    Untuk pengukuran ketepatan waktu, indikator yang digunakan yaitu 
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang 
menyebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes dilakukan selambat-lambatnya 
bulan Juni tahun berjalan dan RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan 
September. Pada tahap perencanaan di Desa Geneng sendiri, kegiatan 
Musrenbangdes diadakan pada bulan Oktober dan RKP Desa ditetapkan pada 
awal bulan November.  
       Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Musrenbangdes 
dan penetapan RKP Desa di Desa Geneng mengalami keterlambatan jika ditinjau 
berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang  Pedoman 
Pembangunan Desa. Kegiatan Musrenbangdes mengalami keterlambatan sekitar 4 
bulan sedangkan penetapan RKP Desa mengalami keterlambatan sekitar 2 bulan. 
       Untuk mengukur ketepatan perhitungan biaya dapat dilihat dari adanya 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilampirkan dalam RKP Desa 
(Permendagri Nomor 114 Tahun 2014) yang kemudian akan terealisasikan pada 
tahap pelaksanaan. Namun untuk tahap perencanaan, hanya sebatas dilihat apakah 
terdapat RAB di dalam RKP Desa saja. Berikut ini adalah RKP Desa Geneng 
Tahun 2018. 
Tabel 4.6 
RKP Desa Geneng Tahun 2018 
 
No RT RW Proyek Ukuran Biaya 
Tahap 
Pencairan 
GAWOK 
1. 1 1 Saluran air 61 m x 40 cm Rp8.682.000 Tahap I 
 Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.6 
No RT RW Proyek Ukuran Biaya 
Tahap 
Pencairan 
TEGAL KRECEKAN 
2. 2 1 
Betonisasi 
berem 
65 m x 1,5 m x 5 
cm Rp15.566.000 Tahap II 
3. 2 1 Talud 85 m x 80 cm Rp22.950.000 Tahap III 
GENENG 
4. 3 1 
Betonisasi 
berem 
79 m x 1,4 m x 5 
cm Rp27.836.000 Tahap III 
5. 1 2 
Betonisasi 
berem 
153 m x 0,5 m x 
0,5 m Rp16.951.000 Tahap II 
6. 1 2 Saluran air 
60 m x 0,4 m x 0,3 
m Rp14.240.000 Tahap I 
TINGGEN 
7. 3 2 
Betonisasi 
berem 
195 m x 0,7 m x 5 
cm Rp35.016.000 Tahap II 
8. 3 2 Saluran air 
364 m x 0,4 m x 
0,3 m Rp23.367.000 Tahap I 
9. 3 2 
Pengaspalan 
jalan 92 m x 2,25 m Rp20.357.700 Tahap I 
KRANGGAN 
10. 2 3 
Betonisasi 
berem 
175 m x 2 m x 5 
cm Rp36.003.000 Tahap III 
KUTAN 
11. 3 3 
Betonisasi 
berem 
225 m x 1, 45 m x 
5 cm Rp29.916.000 Tahap III 
SENDEN 
12. 1 4 
Betonisasi 
berem 
160 m x 1 m x 5 
cm Rp17.024.500 Tahap I 
13. 1 4 Talud barat 130 m x 80 cm Rp48.283.000 Tahap III 
14. 1 4 Talud 52 m x 80 cm Rp23.915.000 Tahap III 
15. 1 4 Talud timur 
205 m x 80 cm x 
30 cm Rp37.178.000 Tahap III 
16. 1 4 
Pengaspalan 
jalan 240 m x 2,4 m Rp38.164.000 Tahap I 
17. 1 4 
Pengaspalan 
jalan 60 m x 1,5 m Rp12.919.200 Tahap I 
KLENISAN 
18. 2 4 
Betonisasi 
berem 
250 m x 1 m x 5 
cm Rp35.164.000 Tahap II 
19. 3 4 
Betonisasi 
berem 
185 m x 1,5 m x 5 
cm Rp35.803.000 Tahap III 
   Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.6 
No RT RW Proyek Ukuran Biaya 
Tahap 
Pencairan 
20. 3 4 
Betonisasi 
berem selatan 
270 m x 2 m x 5 
cm Rp43.060.000 Tahap II 
21. 3 4 
Betonisasi 
berem utara 
185 m x 1,5 m x 5 
cm Rp24.069.000 Tahap II 
22. 3 4 Talud selatan 
75 m x 110 cm x 
30 cm Rp29.671.000 Tahap III 
KRECEKAN 
23. 2 5 
Betonisasi 
berem 
250 m x 2 m x 5 
cm Rp34.496.000 Tahap II 
KAWORAN 
24. 3 5 
Betonisasi 
berem 
32 m x 1,5 m x 5 
cm Rp13.848.000 Tahap II  
25. 3 5 
Betonisasi 
berem 
159 m x 2 m x 5 
cm Rp46.107.000 Tahap II 
26. 3 5 Talud 50 m x 80 m Rp21.468.000 Tahap II 
27. 4 5 
Betonisasi 
berem 
52 m x 1,8 m x 5 
cm Rp15.696.000 Tahap II 
28. 5 5 
Betonisasi 
berem 
23 m x 0,5 m x 5 
cm  Rp6.891.000 Tahap III 
29. 5 5 
Betonisasi 
berem 
113 m x 2,5 m x 5 
cm Rp37.911.000 Tahap II 
30. 5 5 
Betonisasi 
berem 
60 m x 1,7 m x 5 
cm Rp25.351.000 Tahap II 
SIGRAN 
31. 1 6 
Betonisasi 
berem 
113 m x 0,5 m x 5 
cm Rp14.073.000 Tahap I 
32. 1 6 
Betonisasi 
berem 
87 m x 1,3 m x 5 
cm Rp22.271.000 Tahap III 
33. 2 6 
Betonisasi 
berem 
36 m x 2,5 m x 5 
cm Rp24.041.000 Tahap III 
34. 2 6 
Betonisasi 
berem 
95 m x 1,3 m x 5 
cm Rp19.031.000 Tahap I 
35. 2 6 
Pengaspalan 
jalan 60 m x 2 m Rp10.337.600 Tahap I 
36. 3 6 
Betonisasi 
berem 
160 m x 1,5 m x 5 
cm Rp32.964.000 Tahap III 
37. 3 6 
Betonisasi 
berem 
25 m x 50 cm x 5 
cm Rp10.846.000 Tahap I 
REHAP TK GENENG II 
38.       8,80 m x 6,30 m Rp19.222.000 Tahap II 
Sumber: Pemerintah Desa Geneng, 2018. 
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       Tabel diatas berisi mengenai rencana-rencana pembangunan di Desa Geneng 
yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Rencana pembangunan dilaksanakan 
pada setiap RT di wilayah Desa Geneng dimana masing-masing wilayah RT akan 
melakukan pembangunan sebanyak 1 hingga 7 proyek. Proyek yang akan 
dilaksanakan meliputi pembuatan saluran air, talud, betonisasi berem, 
pengaspalan jalan dan renovasi sekolah TK. Pada setiap proyek pembangunan 
tercantum anggaran biaya disertai dengan keterangan kapan tahap pencairan 
anggaran dilaksanan yakni pada 3 tahap yaitu tahap I, tahap II dan tahap III. 
       Dari RKP Desa Geneng tersebut, maka pengukuran ketepatan perhitungan 
biaya dapat disimpulkan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.7 
Pengukuran Ketepatan Perhitungan Biaya 
 
KETEPATAN PERHITUNGAN BIAYA 
Berdasarkan Permendagri 
Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman 
Pembangunan Desa 
Berdasarkan tahap 
perencanaan di Desa 
Geneng 
Penilaian 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
Terdapat jumlah biaya yang 
dicantumkan dalam RKP 
Desa 
Terdapat jumlah biaya 
yang dicantumkan dalam 
RKP Desa 
√  
 
       Untuk mengukur ketepatan perhitungan biaya di dalam proses perencanaan, 
dapat dilihat dari adanya anggaran biaya yang dicantumkan dalam RKP Desa 
sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa. Pada RKP Desa Geneng sudah dicantumkan jumlah biaya 
yang diperlukan pada setiap proyek-proyek pembangunan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. 
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       Dalam menentukan besarnya anggaran yang akan digunakan, pemerintah desa 
meminta bantuan kontraktor bangunan untuk membuatkan RAB. Hal ini 
dikarenakan kurangnya kemampuan untuk menyusun RAB. Selain itu, dalam 
membuat RAB pemerintah desa juga melakukan konsultasi dengan PU. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan berikut. 
Tabel 4.8 
Hasil Wawancara terkait Penyusunan RAB 
 
No. Narasumber Pernyataan 
1. Kaur Perencanaan  “Untuk penghitungan biaya itu dari kecamatan diberi 
rumus. Saya sendiri bukan orang tehnik, jadi 
sementara ini untuk pembuatan RAB kami meminta 
bantuan Pak Parjo dimana beliau merupakan seorang 
pemborong” 
2. Sekretaris Desa 
Geneng  
 
“Untuk pembuatan RAB, kami melakukan 
konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU)” 
3. Wakil Ketua BPD 
Desa Geneng  
“...Untuk proses pembuatan RAB, kami kurang 
tahu. Namun, untuk aturan sekarang nilai bangunan 
diatas Rp50 juta harus mendapat rekomendasi dari 
PU tingkat kabupaten..” 
  Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
       Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pihak pemerintah desa dalam 
membuat RAB melakukan konsultasi dengan PU. Selain itu, pemerintah desa juga 
meminta bantuan kontraktor bangunan untuk membuat RAB. Dengan demikian, 
diharapkan dalam proses pelaksanaan pembangunan nantinya tidak mengalami 
kekurangan biaya. 
       Untuk mengukur ketepatan ukuran, dapat dilihat dari adanya kesesuaian 
ukuran proyek pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Untuk itu, dalam 
tahap perencanaan sudah ditentukan ukuran-ukuran setiap proyek secara jelas. Di 
dalam RKP Desa Geneng tersebut telah tercantum ukuran proyek yang akan 
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dikerjakan sehingga pengukuran ketepatan ukuran dapat dilihat dalam tabel 
berikut. 
Tabel 4.9 
Pengukuran Ketepatan Ukuran 
 
KETEPATAN UKURAN 
Berdasarkan Permendagri 
Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman 
Pembangunan Desa 
Berdasarkan tahap 
perencanaan di Desa 
Geneng 
Penilaian 
Sesuai Tidak Sesuai 
RKP Desa berisi prioritas 
program, kegiatan, dan 
anggaran Desa yang 
dikelola oleh Desa 
(Rumusan secara rinci 
bidang pembangunan yang 
menjadi skala kebutuhan 
desa dan akan 
dilaksanakan selama 1 
tahun ke depan dalam 
bentuk program atau 
kegiatan indikatif) 
RKP Desa Geneng 
berisi rancangan 
kegiatan pembangunan 
di setiap wilayah RT 
yang disertai dengan 
ukuran-ukuran proyek 
(rumusan secara rinci) 
√  
 
       Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa berdasarkan Permendgari Nomor 
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyebutkan bahwa 
dalam RKP Desa memuat rumusan program, kegiatan dan anggaran desa secara 
rinci yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Untuk RKP Desa Geneng sendiri, 
berisi rancangan kegiatan pembangunan di setiap wilayah RT yang disertai 
dengan nama proyek dan ukuran proyek. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa. 
       Dalam menentukan ukuran proyek tersebut, pemerintah desa mengacu pada 
usulan warga dan bersama dengan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) mensurvei 
53 
 
 
lokasi untuk mengukur proyek yang akan dikerjakan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan berikut ini. 
Tabel 4.10 
Hasil Wawancara terkait Ukuran Proyek 
 
No. Narasumber Pernyataan 
1. Kaur Perencanaan  “Untuk proses pengukuran proyek dilakukan oleh 
TPK. Usulan dari tiap wilayah RT juga sudah 
terdapat ukuran-ukurannya. Kami hanya perlu 
menyesuaikan ukuran itu” 
2. Ketua RT 03/04 
Klenisan  
 
“Usulan pembangunan yang diajukan sudah 
tercantum ukurannya” 
3. Wakil Ketua BPD 
Desa Geneng  
“Sebelum rapat RT, dari pihak desa memberikan 
blangko terkait usulan pembangunan apa saja yang 
akan diajukan. Dalam blangko tersebut, dituliskan 
kerusakannya apa dan ukurannya berapa” 
Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
       Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa kaur perencanaan mengatakan 
bahwa TPK melakukan pengukuran proyek berdasarkan usulan dari tiap wilayah 
RT seperti yang dikatakan oleh ketua RT 03/04 Klenisan yaitu usulan 
pembangunan sudah disertai dengan ukurannya. Wakil Ketua BPD juga 
menambahkan bahwa pihak pemerintah desa memberikan blangko kepada tiap 
ketua RT untuk mengisikan usulan pembangunan dan ukurannya.  
        Untuk mengukur kriteria ketepatan sasaran, dapat dilihat dari partisipasi 
masyarakat. Hal ini dikarenakan pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa mengharuskan perencanaan pembangunan desa 
mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini tercermin dalam 
kegiatan musrenbangdes. Selain itu, ketepatan sasaran dapat juga dilihat pada 
rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa apakah sudah sesuai 
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dengan usulan pembangunan di tiap wilayah RT dan apakah rencana 
pembangunan yang dibuat sudah merata ke seluruh wilayah desa. 
       Musrenbangdes merupakan forum diskusi untuk membahas usulan 
pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan 
Pembangunan Partisipasi Masyarakat (P3MD) dengan melibatkan masyarakat 
dalam pengambilan keputusan. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, 
Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat (Permendagri Nomor 114 
Tahun 2014). Unsur masyarakat ini antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, perwakilan kelompok tani dan perwakilan kelompok perempuan.  
       Kegiatan Musrenbangdes di Desa Geneng diadakan oleh pemerintah desa dan 
dibantu oleh BPD dan dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat dan 
perwakilan kelompok perempuan (PKK). Hal ini sesuai dengan pernyataan-
pernyataan berikut ini: 
Tabel 4.11 
Hasil Wawancara terkait Peserta Musrenbangdes 
 
No. Narasumber Pernyataan 
1. Kaur Perencanaan 
 
“Yang ikut dalam Musrenbangdes itu RT, RW, 
BPD, perwakilan perempuan diambil dari PKK” 
2. 
 
Sekretaris Desa 
Geneng  
 
“Untuk peserta Musrenbangdes itu ada RT, RW, 
BPD, tokoh masyarakat sama tokoh perempuan 
dari PKK. Jumlah peserta yang hadir sekitar 40-50 
orang” 
3. Wakil Ketua BPD 
Desa Geneng 
 
“Biasanya yang ikut dalam Musrenbangdes itu 
seluruh ketua RW dan RT, perwakilan PKK sama 
BPD 
4. Ketua RT 03/04 
Klenisan 
 
Untuk kegiatan Musrenbangdes diikuti oleh ketua 
RT dan RW, BPD serta perwakilan lembaga seperti 
PKK” 
5. Ketua RW 06 
Sigran 
“Musrenbangdes diikuti oleh BPD, ketua RT, ketua 
RW dan perwakilan PKK” 
  Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
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Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh narasumber memberikan 
pernyataan yang sama mengenai peserta Musrenbangdes yaitu seluruh ketua RT 
dan RW yang ada di wilayah Desa Geneng, BPD, serta perwakilan lembaga 
seperti PKK. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Musrenbangdes dihadiri oleh 
masyarakat. 
       Penilaian ketepatan sasaran berikutnya adalah rencana pembangunan yang 
dibuat oleh pemerintah desa apakah sudah sesuai dengan usulan pembangunan di 
tiap wilayah RT. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan berikut. 
Tabel 4.12 
Hasil Wawancara terkait Usulan Pembangunan di Tiap Wilayah RT 
 
No. Narasumber  Pernyataan  
1. Ketua RT 03/04 
Klenisan 
“Untuk tiap wilayah RT mengadakan rapat untuk 
membahas usulan-usulan dari warga terkait 
pembangunan” 
2. Ketua RW 06 
Sigran 
“Diawali dengan rapat per RT. Dari rapat tersebut 
warga memberikan usulan-usulan terkait 
pembangunan” 
3. Warga Usulan-usulan pembangunan biasanya dibahas pada 
saat rapat RT 
4. Wakil Ketua BPD 
Desa Geneng 
“Masing-masing tiap wilayah RT mengadakan 
rapat untuk membahas apa saja pembangunan yang 
akan diajukan” 
5. Kaur Perencanaan “Sebelum Musrenbangdes, setiap wilayah RT 
mengadakan rapat terlebih dahulu untuk 
menampung usulan dari warga setempat” 
6. Sekretaris Desa 
Geneng 
“Masing-masing wilayah RT membuat skala 
prioritas pembangunan melalui rapat RT” 
  Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
        Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebelum kegiatan Musrenbangdes, 
setiap wilayah RT mengadakan rapat terlebih dahulu. Rapat ini bertujuan untuk 
membahas usulan pembangunan apa saja yang nantinya akan diajukan pada saat 
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Musrenbangdes. Untuk setiap wilayah RT, akan membuat prioritas terkait usulan 
pembangunan yang akan diajukan pada saat Musrenbangdes. 
       Selanjutnya, pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan 
usulan-usulan pembangunan dari tiap wilayah RT. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan berikut ini. 
Tabel 4.13 
Hasil Wawancara terkait Penyusunan Rancangan RKP Desa 
 
No. Narasumber  Pernyataan  
1. Kaur Perencanaan “Usulan-usulan setiap RT direkap dan kemudian 
diseleksi mana yang memang betul-betul harus 
segera diperbaiki” 
2. Sekretaris Desa “Setiap wilayah RT dan RW itu sudah memiliki 
prioritas pembangunan diajukan, proyek mana yang 
bisa tercukupi dengan Dana Desa maka dikerjakan 
menggunakan desa” 
3. Wakil Ketua BPD 
Desa Geneng 
“...Pemerintah desa menyusun rancangan 
pembangunan berdasarkan skala prioritas pada 
masing-masing wilayah RT...” 
4. Ketua RT 03/04 
Klenisan 
“Usulan pembangunan di wilayah Klenisan masuk 
ke dalam RKP Desa” 
5. Ketua RW 06 
Sigran 
“Untuk di wilayah Sigran, perencanaan 
pembangunan sudah sesuai dengan usulan 
pembangunan di tiap wilayah RT” 
  Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
       Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa RKP Desa Geneng sudah 
berdasarkan pada usulan-usulan di tiap tingkat wilayah RT dimana setiap wilayah 
RT sudah memprioritaskan usulan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa 
RKP Desa yang dibuat oleh pemerintah desa sudah berdasarkan pada prioritas 
usulan pembangunan di tiap wilayah RT. 
              Berikut ini adalah ringkasan penilaian kriteria ketepatan sasaran pada 
tahap perencanaan. 
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Tabel 4.14 
Pengukuran Ketepatan Sasaran 
 
KETEPATAN SASARAN 
Berdasarkan Kriteria Berdasarkan tahap 
perencanaan di Desa 
Geneng 
Penilaian 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
Partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan 
Musrenbangdes 
Peserta Musrenbangdes 
yaitu seluruh ketua RT 
dan RW yang ada di 
wilayah Desa Geneng, 
BPD, serta perwakilan 
lembaga seperti PKK 
√  
rancangan RKP Desa 
berdasarkan usulan-usulan 
pembangunan dari tiap 
wilayah RT 
RKP Desa Geneng sudah 
berdasarkan pada usulan-
usulan di tiap tingkat 
wilayah RT dimana 
usulan tersebut sudah 
dirapatkan terlebih 
dahulu di tiap wilayah 
RT 
√  
 
       Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat  2 kriteria untuk 
mengukur ketepatan sasaran pada tahap perencanaan. Indikator tersebut yaitu 
adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes dan RKP Desa 
disusun berdasarkan usulan pembangunan dari tiap wilayah RT  
       Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes didasarkan 
atas pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 
mengatakan bahwa perencanaan pembangunan diselenggarakan dengan 
mengikutsertakan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa disusun berdasarkan 
usulan pembangunan dari tiap wilayah RT didasarkan atas  pasal 30 Permendagri 
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatakan 
bahwa kepala desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat 
desa. 
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       Tahap perencanaan di Desa Geneng, yakni pada kegiatan Musrenbangdes 
diikuti oleh seluruh Ketua RT dan Ketua RW yang ada di wilayah Desa Geneng, 
BPD dan perwakilan lembaga seperti PKK dan dalam penyusunan RKP Desa 
sudah berdasarkan usulan-usulan di tiap wilayah RT. Hal ini menunjukkan bahwa 
tahap perencanaan di Desa Geneng sudah sesuai dengan kriteria untuk mengukur 
ketepatan sasaran. 
4.2.2 Tahap Pelaksanaan 
       Tahap pelaksanaan merupakan tahap realisasi anggaran. Pada tahap ini, apa 
saja yang tertulis dalam RKP Desa dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang didanai 
dengan dana desa dilaksanakan sepenuhnya oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) 
yang dibentuk oleh pemerintah desa. Tugas TPK adalah membantu Kepala Desa 
pada tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan.  
       Indikator efektivitas yang digunakan dalam tahap pelaksanaan dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
Tabel 4.15 
Indikator Efektivitas pada Tahap Pelaksanaan 
 
No Indikator Penilaian 
1. Ketepatan waktu Penyelesaian RKP Desa selama 1 tahun 
2. Ketepatan perhitungan biaya RAB yang sudah dibuat dapat diserap 
secara maksimal 
3. Ketepatan ukuran Ukuran pada tahap perencanaan dan 
tahap pelaksanaan konsisten 
4. Ketepatan sasaran Realiasasi pembangunan sudah sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 
Sumber: Makmur, 2015 (dengan pengembangan). 
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       Untuk mengukur kriteria ketepatan waktu pada tahap pelaksanaan, dapat 
dilihat dari pelaksanaan RKP Desa yang sudah dibuat pada tahap perencanaan. 
RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. 
Sehingga pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di RKP Desa harus 
selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Jika tidak selesai dalam waktu 1 tahun, maka 
akan mempengaruhi pencairan di tahun berikutnya. 
       Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa menggunakan jasa pihak 
ketiga sehingga pengerjaan proyek pembangunan cepat selesai. Di tahun 2018, 
direncanakan terdapat 38 proyek yang akan dibangun. Proyek-proyek tersebut 
selesai dibangun selama 1 tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
berikut: 
Tabel 4.14 
Hasil Wawancara terkait Pelaksanaan Pembangunan 
 
No. Narasumber  Pernyataan  
1. Kaur Perencanaan 
 
“....pelaksanaannya harus 1 tahun selesai. Kami 
berkoordinasi dengan TPK untuk pelaksaan 
pembangunannya. Untuk lama pengerjaannya itu 
rata-rata cepat selesai. ...Untuk 1 kali pengerjaan, 
rata-rata langsung 2 titik pembangunan sehingga 
cepat selesai” 
2. Sekretaris Desa 
Geneng  
“Selesai dalam 1 tahun anggaran karena jika tidak 
selesai dalam 1 tahun anggaran maka akan 
berdampak pada proses pencairan di tahun 
anggaran berikutnya” 
3. Wakil Ketua BPD 
Desa Geneng  
“Karena pengerjaan proyek pembangunan 
dikerjakan oleh pihak ketiga, maka proses 
pembangunannya cepat selesai. Di daerah saya 
pengerjaan proyek aspal jalan selesai hanya dalam 
3 hari” 
4. Ketua RW 06 
Sigran  
“Untuk daerah kami, proyek pembangunannya 
selesai dalam 1 tahun anggaran. Pengerjaannya 
cepat selesai, rata-rata membutuhkan waktu 1 
minggu” 
  Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
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       Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kaur perencanaan, sekretaris 
desa dan ketua RW 06 Sigran mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan 
selesai dalam satu tahun anggaran. Hal ini juga didukung oleh pernyataan wakil 
ketua BPD Geneng yang menyebutkan bahwa pengerjaan proyek pembangunan 
dikerjakan oleh pihak ketiga dan proses pembangunannya cepat selesai sehingga 
pengukuran ketepatan waktu pada tahap pelaksanaan pembangunan dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
Tabel 4.17 
Pengukuran Ketepatan Waktu 
 
KETEPATAN WAKTU 
Kriteria Tahap pelaksanaan di Desa 
Geneng 
Penilaian 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
RKP Desa selama 1 
tahun anggaran 
Pelaksanaan pembangunan 
menggunakan jasa pihak 
ketiga sehingga cepat 
selesai dan RKP Desa 
dapat selesai selama 1 
tahun anggaran 
√  
 
       Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ketepatan waktu pada 
tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan kriteria yaitu RKP Desa dapat 
terselesaikan selama 1 tahun anggaran. Pelaksanaan pembangunan di desa Geneng 
menggunakan jasa pihak ketiga sehingga proses pengerjaannya cepat selesai dan 
RKP Desa dapat selesai dengan tepat waktu yakni selesai dalam 1 tahun. 
       Untuk mengukur ketepatan perhitungan biaya, dapat dilihat dengan melihat 
apakah rencana biaya yang sudah dianggarkan untuk proyek-proyek 
pembangunan dapat terserap secara maksimal pada tahap pelaksanaan 
pembangunannya. Pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Geneng, biaya 
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yang sudah dianggarkan sudah mampu terserap secara maksimal melalui proyek-
proyek pembangunan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut 
ini. 
Tabel 4.18 
Hasil Wawancara terkait Biaya 
 
No. Narasumber  Pernyataan  
1. Kaur Perencanaan “Realisasi anggarannya sudah sesuai dengan 
perencanaan” 
2. Sekretaris Desa 
Geneng 
“Tidak ada kekurangan biaya karena sudah 
dikonsultasikan dengan PU” 
3. Wakil Ketua BPD 
Desa Geneng 
“Kalo RABnya itu sama semua. Jadi dari 
perencanaan dan pelaksanaan itu sudah saklek 
semua karena itu mengacu pada SPJ” 
  Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
       Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kaur perencanaan, sekretaris desa 
dan wakil ketua BPD menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak 
mengalami kekurangan biaya. Selain itu, jumlah anggaran dana yang digunakan 
besarnya sama dengan RAB yang sudah direncanakan sebelumnya.  
       Berdasarkan publikasi APBDes Tahun 2018, dapat diketahui apabila Desa 
Geneng memperoleh Dana Desa sebesar Rp 950.689.000,-. Dana Desa tersebut 
digunakan untuk membiayai 38 proyek pembangunan dengan total biaya sebesar 
Rp 950.689.000.-. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran Dana 
Desa mampu terserap secara maksimal melalui proyek pembangunan desa. Untuk 
pengukuran ketepatan perhitungan biaya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.19 
Pengukuran Ketepatan Perhitungan Biaya 
 
KETEPATAN PERHITUNGAN BIAYA 
Kriteria Tahap pelaksanaan di 
Desa Geneng 
Penilaian 
Sesuai Tidak 
Sesuai 
RAB dapat terserap 
secara maksimal 
Realisasi biaya sama 
dengan RAB 
√  
 
       Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi biaya pada tahap 
pelaksanaan di Desa Geneng sudah memenuhi kriteria dalam pengukuran 
ketepatan perhitungan biaya. RAB yang dibuat pada tahap perencanaan dapat 
diserap secara maksimal pada tahap pelaksanaan pembangunan dan tidak 
mengalami kekurangan biaya. 
       Untuk mengukur ketepatan ukuran, dapat dilihat apakah ukuran yang sudah 
direncanakan sudah sesuai dengan ukuran yang ada pada tahap pelaksanaan. 
Dalam pengerjaan proyek pembangunan di Desa Geneng, terdapat 
ketidaksesuaian ukuran antara perencanaan dan realisasi. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan berikut. 
Tabel 4.20 
Hasil Wawancara terkait Selisih Ukuran Proyek 
 
No. Narasumber  Pernyataan  
1. Ketua RW 06 
Sigran 
“Untuk ukuran proyek, di wilayah Sigran terdapat 
kekurangan ukuran sekitar 46 meter” 
2. Kaur Perencanaan “Pernah terjadi kekurangan ukuran proyek. Kurang 
sekitar 46 m” 
  Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
      Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pernah terjadi kekurangan 
ukuran proyek. Ketua RW 06 Sigran menyebutkan bahwa terdapat kekurangan 
63 
 
 
ukuran proyek di wilayah Sigran sebesar 46 meter. Hal yang sama juga 
diungkapkan oleh kaur perencanaan. 
Hal tersebut juga didukung dengan berita dari Solopos berikut ini: 
     Kontraktor pelaksana juga diminta menyelesaikan kekurangan pekerjaan di 
Dukuh Sigran RT 01 RW 06 sepanjang 46 meter, lebar 1,5 meter dan ketebalan 5 
sentimeter. Selain itu, juga diminta menyelesaikan pekerjaan betonisasi berem di 
Dukuh Klenisan RT 02 RW 04 dengan panjang 15 meter serta perbaikan 
sepanjang 100 meter (Solopos, 11 Februari 2019). 
 
       Untuk ukuran proyek, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Ketua RW 06 
Sigran dan Kaur Perencanaan serta berita dari koran Solopos dapat disimpulkan 
bahwa terjadi perbedaan ukuran antara perencanaan dan pelaksanaan.  
Tabel 4.21 
Perbandingan Rencana dengan Realisasi Ukuran Proyek 
 
Proyek Rencana Realisasi Selisih 
Betonisasi Sigran 
RT 1 RW 6 
87 m x 1, 5 m x 
5 cm 
41 m x 1,5 m x 
5 cm 
46 m x 1,5 m x 5 
cm 
Betonisasi Klenisan 
RT 2 RW 4 
250 m x 1 m x 5 
cm 
235 m x 1 m x 5 
cm 
15 m x 1 m x 5 
cm 
Sumber: Solopos.com, 2019 
       Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa antara rencana dan realisasi 
terdapat selisih. Untuk betonisasi di Sigran terdapat selisih 46 m x 1,5 m x 5 cm 
sedangkan untuk betonisasi di Klenisan terdapat selisih 15 m x 1 m x 5 cm. 
Berdasarkan pernyataan dan berita tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbadaan ukuran antara rencana dan realiasasi pengerjaan proyek sehingga 
pengukuran ketepatan ukuran dapat dilihat dalam tabel berikut 
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Tabel 4.22 
Pengukuran Ketepatan Ukuran 
 
KETEPATAN UKURAN 
Kriteria Tahap pelaksanaan di 
Desa Geneng 
Penilaian 
Sesuai Tidak Sesuai 
Ukuran pada tahap 
perencanaan dan tahap 
pelaksanaan selalu 
konsisten 
Terdapat selisih antara 
ukuran pada tahap 
perencanaan dan tahap 
pelaksanaan 
 √ 
        
       Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kriteria pengukuran ketepatan yaitu 
ukuran pada tahap perencananaan dan tahap pelaksanaan selalu konsisten. Tahap 
pelaksanaan di Desa Geneng terdapat selisih antara ukuran pada tahap 
perencanaan dan tahap pelaksanaan sehingga tidak memenuhi kriteria ketepatan 
ukuran.        
       Untuk mengukur kriteria ketepatan sasaran, dapat dilihat dari pelaksanaan 
pembangunannya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. 
Realisasi pembangunan di Desa Geneng sudah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut: 
Tabel 4.23 
Hasil Wawancara terkait Realisasi Pembangunan 
 
No. Narasumber  Pernyataan  
1. Ketua RW 06 
Sigran 
“Sudah terealisasi semua pembangunannya dan 
sudah sesuai dengan kebutuhan karena berdasarkan 
usulan RT” 
2. Ketua RT 03 RW 
04 Klenisan 
“Dari semua yang saya ajukan sudah terealisasi 
semuanya” 
3. Warga “Untuk wilayah RT 3 RW 4 Klenisan yang 
diajukan ada 4 proyek dan sudah terealisasi semua” 
  Sumber: Hasil wawancara, 2019. 
 
       Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh ketua RW 06 Sigran, 
ketua RT 03 RW 04 Klenisan dan salah satu warga di RT 3 RW 4 dapat diketahui 
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bahwa realisasi pembangunan di Desa Geneng sudah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat serta sudah terealiasi semua. Untuk pengukuran kriteria sasaran dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.24 
Pengukuran Ketepatan Sasaran 
 
KETEPATAN SASARAN 
Kriteria Tahap pelaksanaan di 
Desa Geneng 
Penilaian 
Sesuai Tidak Sesuai 
Realisasi pembangunan 
sudah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat 
Realisasi 
pembangunan sudah 
sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat 
karena berdasarkan 
usulan masyarakat 
√  
 
       Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tahap pelaksanaan pembangunan 
di Desa Geneng sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan karena 
adanya partisipasi masyarakat yakni pada tahap perencanaan pembangunan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat kesesuaian pada kriteria ketepatan 
sasaran yakni realisasi pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
4.3 Pembahasan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa  
4.3.1 Ketepatan Waktu 
       Kriteria yang pertama untuk menilai keefektifan adalah ketepatan waktu. 
Keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan dipengaruhi waktu dan biaya (Priyo 
dan Paridi, 2018). Oleh karena itu,  perencanaan waktu sangat dibutuhkan dalam 
pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan perencanaan waktu yang matang, suatu 
kegiatan dapat diarahkan agar selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan 
(Ukirama.com). Proses perencanaan pembangunan desa diatur dalam Permendagri 
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Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam peraturan 
tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes dilaksanakan selambat-
lambatnya bulan Juni sedangkan RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan 
September. 
       Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan Musrenbangdes Desa Geneng diadakan 
pada bulan Oktober dan RKP Desa ditetapkan pada awal bulan November. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah Desa Geneng mengalami keterlambatan dalam 
proses perencanaan dimana seharusnya menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 
2014 menyebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes dilaksanakan selambat-
lambatnya bulan Juni sedangkan RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan 
September. 
       Pada tahap pelaksanaan pembangunan, 38 proyek yang direncanakan selesai 
dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Hal ini dikarenakan pemerintah desa 
melimpahkan pengerjaan proyek kepada pihak ketiga dimana proses pengerjaan 
proyek yang dilakukan cepat terselesaikan. Meskipun ada keterlambatan dalam 
proses perencanaan, hal ini tidak menjadi kendala bagi pemerintah Desa Geneng 
dalam hal pelaksanaan pembangunan dimana seluruh proyek pembangunan yang 
dilaksanakan dapat terselesaikan selama 1 tahun anggaran. 
4.3.2 Ketepatan Perhitungan Biaya 
       Kriteria kedua dalam mengukur efektivitas yaitu ketepatan perhitungan biaya. 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada suatu pembangunan infrastruktur adalah 
perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta 
biaya- biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek (Solichin, 2018). 
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Ketepatan dalam perhitungan biaya dilihat sebagai hal penting dalam 
melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas atau kegiatan yang ada dalam 
kehidupan masyarakat yang bersangkutan (Kehik dan Mael, 2017). 
       Rencana anggaran biaya merupakan hal sangat penting dalam sebuah 
pelaksanaan proyek pembangunan karena tanpa adanya rencana anggaran biaya, 
perencanaan suatu proyek tidak dapat berjalan dengan sesuai (Kartika, 2018). 
Rencana anggaran biaya memiliki peranan penting dalam realisasi pelaksanaan 
kegiatan karena biaya yang dikeluarkan harus berpedoman pada anggaran yang 
telah dibuat (Ningsih, Masruroh dan Puspita, 2018). Oleh karena itu, perhitungan 
biaya secara tepat diperlukan agar dalam pelaksanaan suatu kegiatan tidak 
mengalami kekurangan biaya hingga kegiatan tersebut selesai.        
       Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembangunan 38 proyek di Desa 
Geneng tidak mengalami kekurangan biaya sampai proyek-proyek tersebut selesai 
dikerjakan. Selain itu, Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dibuat 
sebelumnya dapat terserap sepenuhnya sehingga tidak mengalami kelebihan 
biaya. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan anggaran pembangunan pemerintah 
desa melakukan konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum yang mana dinas 
tersebut berkompeten menangani proyek-proyek pembangunan. Dengan 
demikian, kriteria ketepatan perhitungan biaya menunjukkan hasil sudah efektif. 
4.3.3 Ketepatan Ukuran 
       Kriteria ketiga untuk mengukur efektivitas yaitu ketepatan ukuran. Dalam 
kegiatan pengukuran proyek, dilakukan oleh Ketua RT sebagai pengusul proyek 
pembangunan, TPK dan pihak pemerintah desa yaitu Kaur Perencanaan. Pada 
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RKP Desa, ukuran-ukuran proyek pembangunan sudah dicantumkan secara jelas 
mulai dari panjang, lebar serta volume (ketebalan). Ukuran-ukuran tersebut 
menjadi acuan dalam pengerjaan proyek. 
       Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 proyek yang realisasi ukurannya 
berbeda dengan perencanaan.  Proyek tersebut adalah betonisasi berem di Dukuh 
Sigran RT 01 RW 06 dan betonisasi berem di Dukuh Klenisan RT 02 RW 04. 
Dalam perencanaan, proyek betonisasi berem di Dukuh Sigran berukuran 87 m x 
1,5 m x 5cm sedangkan pada tahap pelaksanaan proyek tersebut hanya dikerjakan 
dengan ukuran 41 m x 1,5 m x 5 cm saja. Kemudian untuk proyek di Dukuh 
Klenisan, dalam perencanaan berukuran 250 m x 1 m x 5 cm. Akan tetapi, pada 
pelaksanaannya proyek tersebut berukuran 235 m x 1 m x 5 cm. 
       Perbedaan ukuran proyek tersebut dapat diketahui setelah warga melakukan 
pengecekan ulang dimana proyek di Dukuh Sigran ukurannya kurang 46 m x 1, 5 
m x 5 cm sedangkan di Dukuh Klenisan ukurannya kurang  15 m x 1 m x 5 cm. 
Setelah membuat laporan terkait kekurangan ukuran tersebut, barulah kontraktor 
diminta untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan pada proyek di Dukuh Sigran 
dan Dukuh Klenisan. 
       Dalam hal ini, TPK selaku penanggung jawab pada pelaksanaan proyek 
seharusnya melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek dimana 
pengerjaan proyek dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor). Selain itu, TPK 
seharusnya juga melakukan pengecekan ulang terhadap proyek-proyek yang 
sudah terlaksana guna memastikan apakah semua proyek sudah dikerjakan sesuai 
dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. 
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4.3.4 Ketepatan Sasaran 
       Kriteria terakhir untuk mengukur efektivitas yaitu ketepatan sasaran. Sasaran 
dalam kegiatan pembangunan desa yaitu masyarakat. Kegiatan pembangunan 
yang direncanakan pemerintah desa harus berdasarkan pada prioritas kebutuhan 
masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pembangunan desa 
dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat 
gotong royong (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). 
       Dalam melakukan pembangunan desa, salah satu faktor yang mempengaruhi 
berhasil atau tidaknya visi dan misi dalam pembangunan desa adalah tingkat 
partisipasi masyarakat (Herman, 2019).  Partisipasi masyarakat diperlukan karena 
program pembangunan desa yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk 
masyarakat (Yanti, Arsidik dan Andi, 2019). Tanpa adanya keterlibatan 
masyarakat, pembangunan desa tidak akan bisa dan tidak menemui sasaran yang 
dicapai karena kebijakan yang dikeluarkan pemimpin sangat jauh dari aspirasi, 
kepentingan, dan kebutuhan rakyat ( Samad, Ahmad dan Yusuf, 2019). 
       Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pembangunan Desa Geneng sudah 
mengikutsertakan masyarakat. Hal ini tercermin pada kegiatan Murenbangdes 
yang sebelumnya diawali dengan adanya rapat di setiap wilayah RT. Dalam 
penyusunan RKP Desa, pemerintah desa juga memprioritaskan proyek 
pembangunan yang memang betul-betul membutuhkan untuk segera dilakukan 
perbaikan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, seluruh pengerjaan proyek 
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dimana proyek-proyek 
yang disusun  sudah sesuai kebutuhan masyarakat. 
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       Dengan demikian, dapat disimpulkan pada tahap perencanaan pemerintah 
desa telah melibatkan masyarakat serta menyusun rencana pembangunan sesuai 
dengan usulan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan seluruh proyek pembangunan 
sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kriteria 
ketepatan sasaran menunjukkan hasil efektif. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait efektivitas 
pengelolaan Dana Desa pada pembangunan desa di Desa Geneng Kecamatan 
Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Pada kriteria ketepatan waktu, dikatakan sudah efektif. Walaupun terdapat 
keterlambatan pada pelaksanaan Musrenbangdes dan penetapan RKP Desa 
ternyata hal itu tidak mempengaruhi penyelesaian proyek pembangunan. Hal 
ini dikarenakan seluruh proyek pembangunan dapat terselesaikan selama 1 
tahun anggaran. 
2. Pada kriteria ketepatan perhitungan biaya, sudah bisa dikatakan efektif. Hal 
ini dikarenakan biaya yang sudah dianggarkan dapat terserap secara maksimal 
hingga proyek-proyek tersebut selesai dikerjakan. 
3. Pada kriteria ketepatan ukuran, dapat dikatakan belum efektif. Hal ini 
dikarenakan terdapat selisih antara ukuran pada rencana dan realisasi proyek. 
4. Pada kriteria ketepatan sasaran, dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini 
dikarenakan pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam 
penyusunan rencana pembangunan dan membuat rancangan pembangunan 
sesuai dengan usulan masyarakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan, seluruh 
kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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5.2 Keterbatasan 
       Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah 
diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Kurangnya keterbukaan terkait dokumentasi pendukung pada pelaksanaan 
pembangunan dari pemerintah Desa Geneng. 
2. Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan pembangunan secara umum 
dan tidak membahas pelaksanaan pembangunan secara mendetail tiap-tiap 
proyek pembangunan.  
5.3 Saran 
       Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran 
dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar mencari objek penelitian yang 
dapat terbuka agar penelitian yang dilakukan dapat dilakukan secara rinci 
dan detail. 
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan dapat menggunakan kriteria-kriteria 
efektivitas yang lain seperti ketepatan berpikir dan ketepatan penentuan 
tujuan. 
3. Bagi pemerintah Desa Geneng, disarankan dapat meningkatkan pengawasan 
terkait pelaksanaan pembangunan dimana proses pengerjaannya melibatkan 
pihak ketiga agar tidak kembali terjadi kekurangan ukuran seperti pada 
tahun 2018. 
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Lampiran 1 
JADWAL PENELITIAN 
No Bulan Jan-Maret 
‘19 
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’19 
Desember 
‘19 
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        x x x x                 
4 Pengumpulan 
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            x x x              
5 Analisis Data                x x            
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                 x x x         
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
                    x        
8 Munaqosah                        x     
9 Revisi Skripsi                         x x   
  
Lampiran 2 
Surat Keterangan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3 
PEDOMAN WAWANCARA 
Tahap Perencanaan 
No. Pertanyaan Indikator 
1. Bagaimanakah proses dilakukannya 
perencanaan pembangunan infrastruktur pada 
tahun anggaran 2018? 
- 
2. Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam 
proses perencanaan pembangunan? 
- 
3. Program pembangunan apa saja yang didanai 
dengan dana desa? 
- 
4. Kapan diadakan Musrenbangdes dan 
penetapan RKP Desa? 
 
 
Ketepatan waktu 
6. Apakah pada perencanaan program 
pembangunan sudah diperhitungkan berapa 
biaya yang dibutuhkan? 
 
Ketepatan perhitungan 
biaya 
7. Bagaimana proses penentuan biayanya? 
8. Apakah pada perencanaan program 
pembangunan sudah ditentukan ukuran-
ukurannya? (panjang, lebar, kedalaman) 
 
 
Ketepatan pengukuran 
 Bagaimana proses dalam menentukan ukuran-
ukuran tersebut? 
9. Apakah masyarakat juga ikut memberikan 
usulan mengenai program pembangunan? 
 
 
 
Ketepatan sasaran 
10. Apakah perencanaan pembangunan yang 
dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat? 
11. Bagaimana partipasi perwakilan masyarakat 
dalam kegiatan Musrenbangdes? 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tahap Pelaksanaan 
 
No. Pertanyaan Indikator 
1. Apakah terdapat program pembangunan yang 
dilaksanakan/selesai melebihi waktu yang 
sudah ditentukan pada perencanaan awal? 
 
 
 
Ketepatan waktu 2. Jika ada, apa penyebabnya dan bagaimana cara 
mengatasinya? 
3. Apakah terdapat program pembangunan yang 
kekurangan/kelebihan biaya? 
 
Ketepatan perhitungan 
biaya 4. Jika ada, apa penyebabnya dan bagaimana cara 
mengatasinya? 
6. Apakah ukuran-ukuran pada setiap program 
pembangunan sudah sesuai dengan ukuran 
pada tahap perencanaan pembangunan?  
 
 
Ketepatan pengukuran 
7. Jika tidak sesuai, apa penyebabnya dana 
bagaimana solusinya? 
8. Apakah masyarakat juga ikut membantu proses 
pelaksanaan pembangunan? 
 
Ketepatan sasaran 
 
  
  
Lampiran 4 
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Hari/ Tanggal : Senin, 24 Juni 2019 
Pukul  : 09.00 WIB 
Tempat : Kantor Kelurahan Desa Geneng 
Narasumber : Danib Tri Landung 
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan 
Alamat : Krecekan RT 01 RW 05 Geneng Gatak Sukoharjo 
No. HP : 081270777745 
 
A : “Bagaimana proses dilakukannya perencanaan pembangunan 
infrastruktur pada tahun anggaran 2018?” 
B : “Sebelum perencanaan itu kan kita mengumpulkan RT RW setempat. Itu 
namanya Musrenbangdes. Sebelum musrenbangdes, tiap-tiap wilayah RT 
mengadakan rapat dulu mbak buat nentuin apa aja yang mau dibangun. 
Dari situ kita tau apa-apa saja yang perlu dibangun di setiap RT. 
Misalnya ya mbak RT 01 jalannya sudah rusak, nah itu nanti kita kasih 
blangko suruh ngisi kerusakannya apa dan juga ada prioritas. Prioritas itu 
memang harus segera dalam arti RT 01 jalannya rusak parah dan harus 
segera diperbaiki sedangkan di RT 04 itu kerusakannya prioritasnya 
ketiga sehingga tahun depan masih bisa. Kalo prosesnya seperti itu tadi 
mengumpulkan RT RW setempat untuk rapat disini dengan didampingi 
BPD. Habis itu usul sarannya apa terus pulangnya dikasih blangko untuk 
ngisi. Dari itu saya merencanakan apa saja yang perlu dikerjakan lalu 
saya bawa ke kepala desa kemudian di acc. Nah sebelum di acc itu 
dilakukan pengecekan oleh kepala dusun.  
 
  
A : “Rata-rata tiap RT memberikan berapa usulan pak?” 
B : “Itu sebanyak-banyaknya ii mbak. Soalnya itu kan jangkanya untuk 6 
tahun mbak itu kalo aturan yang 2019. Tapi kalo aturan yang 2018 itu per 
tahun kita mengadakan Musrenbangdes kalo sekarang sih enggak. Misal 
ya mbak kalo tahun 2019 udah selesai, menginjak 2020 ngambilnya 
Musrenbangdes yang kemaren soalnya yang kemaren itu yang diajukan 
banyak. Kalo yang 2018 itu yang diajukan tetep diatas 5 mbak” 
A : “Itu tadi yang ikut musrenbangdes cuman RT RW aja?” 
B : “Sama BPD, perwakilan perempuan diambil dari PKK” 
A : “Kalo masyarakat umum gak bisa ikut?” 
B : “Gak ikut mbak kan masyarakat umum perwakilannya dari RT RW 
masing-masing. Jadi nanti RT dari sini juga ngisi blangkonya bareng 
masyarakat juga. Habis ngisi blangko nanti biasanya juga ada persetujuan 
dari masyarakat. Ada daftar hadir sama tanda tangan warganya” 
A : “ Itu pelaksanaan musrenbangdesnya kapan mbak?” 
B : “ Kalo sini itu bulan Oktober mbak” 
A : “Tahun 2018 itu Desa Geneng mbangun apa aja pak?” 
B : “Tahun 2018 itu mbangun talud, aspal, berem. Rata-rata itu”  
A : “Kira-kira ada berapa proyek?” 
B : “Ada 38 titik mbak” 
A : “Dari 38 titik itu mencakup semua usulan RT atau dipilih-pilih pak?” 
B  “Diseleksi mbak. Kalo di acc semua kan nanti dananya gak cukup 
soalnya kan usulannya banyak. Jadi itu nanti semua usulannya saya 
rekap, terus nanti saya serahkan ke pak bayan buat liat gimana kondisi di 
lapangan apakah emang bener-bener rusak” 
A : “ Untuk penetapan apa saja yang mau dibangun itu kapan pak?” 
B : “ Itu awal bulan november” 
A : “Dalam perencanaan itu ada rencana kerja gak pak? Misal betonisasi, itu 
nanti kira-kira dilaksanakan tanggal sekian terus jangka waktu 
pengerjaannya sekian” 
B : “Enggak mbak. Kan itu waktunya 1 tahun harus selesai. Sini bekerja 
  
sama dengan TPK nah yang mengoordinasi itu. Kalo waktu 
pelaksanaannya itu biasanya secepatnya sih mbak tapi gak ditentuin 
tanggal sekian gitu. Kalo lama pengerjaan itu misal talud ya itu 
pengerjaannya gak ada seminggu. Sini juga udah tau rata-rata lama 
pengerjaan berapa hari. Apalagi aspal itu pengerjaanya 3-4 hari itu udah 
selesai” 
A : “Itu kan tadi ada 36 titik ya pak, nah untuk menentukan mana yang harus 
dibangun duluan itu gimana pak?” 
B : “Ya saya mbak yang nentuin. Saya koordinasi dengan TPK. 
Pertimbangannya dari prioritas mana yang parah sekali”  
A : “Proses untuk membuat RAB itu seperti apa pak?” 
B : “Kan itu ada rumusnya mbak. Rumusnya dikasih dari kecamatan. Saya 
kan bukan dari orang tehnik mbak. Jadi, sementara ini yang bikin 
RABnya pak parjo. Dia orang tehnik dan seorang pemborong besar. Nah 
dari kelurahan minta tolong untuk dibuatkan RAB” 
A : “Jadi bapak gak tau ya proses bikin RAB nya?” 
B : “Gak tau saya mbak soalnya yang bikin pak parjo itu mbak. Kalo ngukur 
itu saya ikut. Soalnya itu kaitannya sama LPJ saya. Harus ada foto 0%, 
50% sama 100%” 
A : “Pas di perencanaan itu sudah ditentukan ukuran-ukurannya?” 
B : ‘Udah mbak. Kan dari usulan RT itu udah ada ukurannya nanti TPK 
ngecek di lapangan. Kita tinggal nyesuain itu” 
A : “Apakah perencanaan yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat?” 
B : “Sudah sesuai. Saya kadang-kadang ikut ngecek ke lokasi sama kadus 
buat mastiin kalo emang bener-bener jalannya rusak, saluran airnya 
memang udah bener-bener gak berfungsi dengan baik jadi kalo ujan 
airnya keluar ke jalan bikin jalannya cepet rusak” 
A : “Kan itu ada 38 titik ya pak, nah itu semua usulan dari RT bisa tercukupi 
sama dana desa?” 
B : “Iya mbak udah semua” 
  
A : “Apakah ada program pembangunan yang selesainya melebihi waktu 
yang sudah ditentukan pada perencanaan awal?” 
B : “Gak ada sih mbak. Rata-rata cepet soalnya itu yang mbangun juga 
warga. Dana desa itu kan untuk mesejahterakan warganya. Kita kalo beli 
bahan bangunan ya di toko bangunan yang ada di sekitar sini” 
A : “Apakah ada program pembangunan yang kekurangan biaya/ kelebihan 
biaya?” 
B : “Realisasinya sama mbak dengan anggaran yang direncanakan” 
A : “Apakah ukuran-ukuran pada setiap program pembangunan sudah sesuai 
dengan ukuran pada tahap perencanaan?” 
B : “Udah sesuai. Wah kita gak berani mbak. Kan nanti kalo proyek jadi TPK 
ngukur lagi, sama gak ukurannya. Kalo ternyata kurang ya suruh ngerjain 
lagi. Soalnya kalo gak gitu, ndelalah ada inspektorat ngecek itu jadi 
masalah”  
A : “Tapi ada gak pak yang ukurannya gak sesuai?” 
B : “Pernah ada sih mbak. Itu proyek berem ndelalah panjangnya itu gak 
sesuai sama RAB kurang 46 m” 
A : “Nah itu penyebabnya apa pak kok mbangunnya gak sesuai ukuran?” 
B : “Ndelalah waktu proyek selesai itu pak bayan gak ngukur lagi” 
A : “Jadi itu murni salahnya yang mbangun ya pak?” 
B : “Iya mbak. Nah mereka juga gak laporan kalo mbangunnya kurang.. 
Ndelalah inspektorat ngeceknya yang pas disitu” 
A : “Terus solusinya itu tadi apa pak?” 
B : “Disuruh nyelesain mbak” 
A : “Yang ukurannya gak sesuai cuman 1 titik aja ya pak?” 
B : “Iya cuman 1 titik aja mbak” 
A : “Yang ikut ngukur-ngukur itu siapa pak?” 
B : “TPK mbak. Saya juga ikut untuk bukti LPJ” 
 
 
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019 
Pukul  : 09.00 WIB 
Tempat : Kantor Kelurahan Desa Geneng 
Narasumber : Irwan Suwanto 
Jabatan : Sekretaris Desa 
Alamat : Tinggen RT 03/02 Geneng, Gatak, Sukoharjo 
No. HP : 081904785444 
 
A : “Bagaimana proses dilakukannya perencanaan pembangunan 
infrastruktur pada tahun anggaran 2018?” 
B : “Dari Murenbangdes mbak. Itu tiap RT dan RW ada skala prioritas. Dari 
RT dan RW itu sudah memprioritaskan karena sebelumnya tiap RT itu 
mengadakan rapat untuk mbahas pembangunan yang mau diusulkan. Kita 
ngasih blangko terus ditulis usulannya apa aja, kondisinya seperti apa 
sama ukurannya. Nah nanti yang bisa dicover dana desa ya nanti 
dikerjakan pake dana desa” 
A : “Yang ikut dalam Musrenbangdes itu tadi siapa saja pak?” 
B : “Ya RT, RW, tokoh masyarakat sama tokoh perempuan dari PKK” 
A : “Jumlah peserta Musrenbangdes itu berapa pak?” 
B : “Sekitar 40-50 orang” 
A : “Kapan diadakan Musrenbangdes?” 
B : “Oktober mbak” 
A : “Program pembangunan apa saja yang direncanakan pada tahun 2018” 
B : “Ada rabat beton, aspal, talud, perbaikan TK desa, saluran air. Cuman itu 
aja” 
A : “Nah itu penetapan pembangunan apa saja yang akan dilakukan itu kapan 
  
pak?” 
B : “ Setelah musrenbangdes itu kita merekap kemudian di awal november 
kita menentapkan pembangunan apa saja yang akan dilakukan” 
A : “Apakah terdapat rencana kerja dalam perencanaan pembangunan? 
(timeline kegiatan)?” 
B : “Dana desa itu kan turunnya ada 3 tahap mbak. Tahap pertama 20%, 
tahap kedua 40% lalu tahap ketiga 40%. Nah dari 20% itu dana yang 
mencukupi yang mana begitu” 
A : “Nah pas musrenbangdes itu sudah ditentukan belum pak?” 
B : “Gak ditentukan” 
A : “Jadi di Musrenbangdes itu cuman menentukan apa saja yang akan 
dibangun?” 
B : “Iya” 
A : “Terus kalo untuk bikin detailnya itu waktu kapan pak?” 
B : “Ya dari hasil Musrenbangdes kalo perencanaan itu kan membuat RAB 
kegiatan nah RAB itu kan konsultasinya dengan PU” 
A : “Jadi pas musrenbangdes itu belum ada terus anggarannya nyusul ya?” 
B : “Iya nyusul anggaran per titik”  
A : “Apakah dari desa itu menentukan tanggal pelaksanaan dan penyelesaian 
pada tiap-tiap proyek?” 
B : “Gak ditarget. Dari RAB itu kita bisa liat oh pekerjaan rabat beton itu 
selesai berapa hari itu udah keliatan. Kalo belum tau RABnya  kita belum 
bisa menentukan lamanya pekerjaan satu kegiatan” 
A : “Jadi dari RAB itu sudah ditentukan ya pak waktu penyelesainnya 
kapan?” 
B : “Iya” 
A : “Apa yang menjadi pertimbangan dalam membuat RAB?” 
B : “Lokasi sama volume ukuran” 
A : “Yang membuat RAB itu siapa pak?” 
B : “Kaur perencanaan dan TPK” 
A : “Jadi bapak gak tau ya proses bikin RAB?” 
  
B : “Gak tau. Saya cuman ngurus administrasinya aja 
A : “Apakah masnyarakat juga ikut memberikan usulan mengenai program 
pembangunan? 
B : “Iya dalam musrenbangdes 
A : “Menurut bapak apakah perencanaan pembangunan yang dibuat sudah 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 
B : “Kalo menurut saya udah mbak soale kan itu usulan dari warga 
A : “Bagaimana menentukan prioritas progam pembangunan berdasarkan 
kebutuhan masyarakat? 
B : “Dari usulan tiap RT dan RW kan ada prioritas. Kemudian di 
Musrenbangdes kita bersama TPK menentukan mana yang harus 
dikerjakan dahulu. Tapi biasanya dari dana desa itu kebutuhan tiap RT 
bisa tercover semua” 
A : “Jadi gak perlu nentuin mana dulu yang harus dikerjakan gitu ya pak?” 
B : “Iya” 
A : “Kalo tahun kemaren dana desanya dapet berapa pak?” 
B : “950 juta sekian gitu” 
B : “Dengan adanya dana desa, masyarakat merasa senang karena jalan-jalan 
jadi bagus, talud pertanian salurannya jadi bersih” 
A : “Masyarakat sudah puas belum sama pembangunan yang dilaksanakan 
pemerintah desa?” 
B : “Sudah puas karena tiap tahun ada pembangunan yang dilaksakan sama 
pemerintah desa” 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2019 
Pukul  : 19.30 WIB 
Tempat : Kediaman Bapak Maryanto 
Narasumber  : Maryanto 
Jabatan : Wakil Ketua BPD 
Alamat : Kranggan RT 01/03 Geneng Gatak Sukoharjo 
No.HP  : 085725669746 
 
A : “Bagaimana proses dilakukannya perencanaan pembangunan 
infrakstruktur pada tahun anggaran 2018?” 
B : “Itu diawali dengan Musrenbangdes. Nah itu berangkatnya dari masing-
masing RT untuk mengajukan perencanaan pembangunan di tingkat 
wilayah” 
A : “Jadi ketika Musrenbangdes itu warga sudah membawa usulannya atau 
belum pak?” 
B : “Jadi pertama itu desa mengarahkan di tingkat wilayah RT. Bulan 
September itu harus mengawali di tingkat wilayah RT itu mengadakan 
musyawarah untuk mengajukan usulan pembangunan di tingkat wilayah 
RT apa saja yang mau diajukan. Terus nanti biasanya pengumpulannya 
itu selang waktu maksimal 1 bulan. Nah di bulan Oktober itu sudah 
masuk ditingkat desa baru di tingkat desa itu diadakan Musrenbangdes.  
Setelah data masuk, terus di tingkat desa dituangkan dalam RPJMDes. 
Nah mungkin kan 1 wilayah RT itu usulannya gak cuma 1 jadi diarahkan 
untuk membuat skala prioritas untuk memilih mana yang harus 
didahulukan dan dibuat rangking. Nanti ditingkat desa dalam penyusunan 
RPJMDes berangkat dari usulan masyarakat masing-masing wilayah RT 
  
itu desa bisa merekap. Setelah masuk dalam RPJMDes, terus desa 
menuangkan dalam RKP. Setelah RKP jadi itu awal November desa 
barulah dituangkan dalam APBDes. Kita sebagai lembaga diberi 
tembusan RKP pembangunan insfrakstruktur satu wilayah desa. Nah 
peran kita sebagai lembaga dalam APBDes itu perencanaan anggaran. 
Kita baru masuk peran kita selaku mewakili masyarakat desa dalam 
perencanaan keuangan. Jadi memang sekarang kapasitas kita sebagai 
BPD beralih yang dulu punya kewenangan katakanlah lurah ada 
penyimpangan atau apa, kita berhak mengadakan teguran dan bisa 
melaporkan ke bupati. Kalo sekarang enggak mbak. Katakanlah lurah 
membuat kebijakan dan BPD gak setuju itu gapapa sing penting saya 
sama bupati. Nah itu keterbatasan kita selaku lembaga disitu tetapi dalam 
proses perencanaan APBDes kita punya kewenangan disana. Misalkan 
dalam neraca keuangan yang ada pemasukan berdasarkan dari sumber 
keuangan PAD, Dana Desa, ADD, retribusi terus aspirasi nah itu kalo 
mereka itu ajuannya terlalu tinggi dalam kapasitasnya tebang pilih, kita 
kan berangkat dari keterwakilan wilayah RW ya manusiawi ya kalo 
perangkat kalo wilayahnya sendiri kan terkadang lebih punya prioritas 
padahal semua kan haknya sama nah itu kita terkadang terjadi benturan. 
Intinya Musrenbangdes itu penyampaian usulan di tingkat wilayah RT 
tentang pembangunan infrastruktur yang mau diajukan. Intinya hanya itu. 
Nah kapasitas kita sebagai lembaga itu dengan aturan yang ada sekarang 
itu memang terbatasi. Jadi kewenangan BPD itu ada batasannya. Sifatnya 
dalam Musrenbangdes itu hanya mengawal sampai ditingkat desa” 
A : “Yang ikut Musrenbangdes itu biasanya siapa aja pak” 
B : “Biasanya ketua RW 1 desa sama ketua RT 1 desa dan lembaga itu ada 
PKK. Yang ikut tidak semua, biasanya itu hanya ketua sama sekretaris 
atau bendahara terus dari kecamatan yaitu kasi pemerintah. Biasanya itu 
mbak, lha wong saya aja sebagai lembaga dalam 2 periode disuruh 
mewakili cuman 1 kali. Ya sifatnya kita hanya menyasikan dalam proses 
Musrenbangdes itu” 
  
A : “Dari usulan pembangunan di wilayah RT tadi itu udah ada ukurannya 
belum pak lalu dari pihak desa apa juga mempublikasikan RKP?” 
B : “Kalo masalah volume itu pengecekan di tingkat desa. Kalo sekarang 
namanya belum jelas kalo dulu namanya TPK. Nah itu yang menangani 
usulan dari Musrenbangdes. Usulannya TPK desa itu dulu itu kan 
wilayah kebayanan 2 sama tokoh masyarakat 3 itu yang kompeten dalam 
pembuatan awal RAB. Setelah ajuan RT, dia terjun ke lapangan. 
Misalkan di RT 01 mengajukan berem, nah dia ngukur ke RT 01 
panjangnya berapa kalo RAB itu kan pihak RT gak tau, saya juga kurang 
tau tapi biasanya itu pemdes sama TPK buat RAB dulu terus diajukan ke 
PU, nah nanti pembetulannya dari pihak PU soale desa kan udah ada 
pedoman tentang satuan e. Kalo aturan sekarang itu nilai bangunan diatas 
Rp50.000.000 harus dapat rekomendasi PU tingkat kabupaten. Kalo 
nominalnya dibawah itu cuman rekomendasi PU tingkat kecamatan Nah 
itu nanti terserah ajuannya masyarakat misalkan usulan panjangnya 100 
m tetapi nanti setelah direkap dituangkan dalam dalam dana desa yang 
ada nek ndak mencukupi, yang mungkin bisa mencukupi 50 m itu nanti 
jadinya bertahap 50 m dulu dibangun. Harusnya proses yang benar itu 
setelah membuat RKP harus ada publikasi di tingkat desa. Syukur kalo 
keuangannya longgar, itu ada di tingkat RW. Kalo di tahun 2018 kemaren 
kan enggak dibuat papan informasi itu sampai ditegur sama inspektorat” 
A : “Untuk proses penentuan biayanya BPD gak tau ya pak?” 
B : “Kalo prosesnya kita sebagai lembaga gak tau mbak ning secara aturan 
prosesnya sama jadi tetep Musrenbangdes, usulan masuk ke desa. Desa 
menyusun RPJMDes lalu dituangkan dalam RKP baru penentuan 
anggaran konsultasi ke PU kalo udah clear dimasukkan dalam APBDes 
baru nanti dirapatkan lembaga. Udah siklusnya gitu terus” 
A : “Kalo di tahun 2018 itu pengerjaan proyek pembangunannya seperti apa 
pak?” 
B : “Pengerjaan pembangunanannya itu dilimpahkan ke pihak ketiga” 
A : “Itu semua proyek pak?” 
  
B : “Semuanya. Makane ini dinggo evaluasi tahun 2018. Kalo di tahun 2019 
masih kayak gitu saya bilang ke RT di tempat saya suruh minta aja di 
swakelola” 
A : “Kalo untuk ngukur-ngukur gitu BPD juga ikut pak?” 
B : “Selama ini kita gak diajak untuk ikut proses pengukuran. Itu yang bener 
harusnya ngukurnya sama RT yang bersangkutan karena dia yang 
bersangkutan.Kalo kita itu hanya mengawal nek ora diajukan lho nggone 
dewe sing tak ajukke iki pak pembangunan e terus ternyata gak 
direalisasikan kita wajib menanyakan kenapa gak direalisasikan, apa apa? 
Apa anggarannya gak cukup?. Nah itu nanti kita argumen antar anggota 
lembaga. Kita hanya kompeten di proses perencanaan anggaran.” 
A : “Kalo untuk penentuan prioritas pembangunan desa itu prosesnya seperti 
apa?” 
B : “Biasanya yang bikin urutan prioritas itu ya tetap RT mbak. Itu nanti tiap 
RT dikasih blangko terus nanti diisi pas ada rapat RT” 
A : “Di tahun 2018 itu kan pengerjaan semua proyek dilimpahkan pihak 
ketiga penyelesaian proyeknya tepat waktu atau enggak pak?” 
B : “Kalo saya lihat itu mbak di tempat saya itu ngaspal jalan 3 hari udah 
selesai padahal kalo kita tau RABnya waktunya bisa lebih dari 3 hari” 
A : “Apakah ada program pembangunan yang kekurangan/kelebihan biaya?” 
B : ‘Kalo RABnya itu sama semua mbak jadi dari perencanaan sama 
pelaksanaan itu wes saklek semua karena itu mengacu pada SPJ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2019 
Pukul  : 16.30 WIB 
Tempat : Kediaman Bapak Rahmadi 
Narasumber  : Rahmadi 
Jabatan : Ketua RW 06 
Alamat : Sigran RT 02/06 Geneng Gatak Sukoharjo 
No.HP  : 085725304062 
 
A : “Bagaimana proses dilakukannya perencanaan pembangunan 
infrakstruktur pada tahun anggaran 2018?” 
B : “Perencanaannya lewat Musrenbangdes mbak. Itu ntar tiap RT ngasih 
usulan pembangunan di wilayah masing-masing. Sebelum e tiap RT rapat 
dulu buat ngisi blangko tentang usulan pembangunan” 
A : “Itu diadakannya kapan pak?” 
B : “Sekitar bulan Oktober mbak kayaknya” 
A : “Itu yang ikut siapa aja pak?” 
B :  “ Ketua RT, Ketua RW, BPD sama dari PKK mabk” 
A : “Proyek pembangunan apa saja yang dibangun di tahun 2018 khususnya 
di RT sini pak?” 
B : “Kalo di tahun 2018 itu cuman ada 1 titik kurang lebih panjangnya 15 m. 
Lainnya di RT 01 sama RT 03. Kalo di RT 01 sama RT 03 itu agak 
banyak. Itu soale prasastinya udah hilang semua i mbak. Kalo di RT 02 
kayaknya prasastinya masih” 
A :    “Itu udah sesuai sama usulan warga pak?” 
B : “Udah mbak. Kan itu juga berdasarkan prioritas warga mbak” 
A : “Itu pelaksanaan pembangunannya kapan pak?” 
  
B : “Kalo di tahun 2018 itu pelaksanaannya sekitar bulan Oktober” 
A : “Untuk pembuatan RAB itu yang bikin siapa pak?” 
B : “RAB itu yang mbuat kalo ditanya lempar-lemparan terus. Katanya dari 
PU, pas PU ditanya katanya itu udah dari desa” 
A : “Untuk pengerjaan proyeknya gimana pak?” 
B : “Dikerjakan pihak ketiga semua mbak” 
A : “Kalo pengerjaannya itu berapa lama pak?” 
B : “Pengerjaannya cepet mbak, paling cuma seminggu selesai” 
A : “Untuk ukurannya sudah sesuai dengan diperencanaan?” 
B : “Ukuran kedalamannya udah lain. Makanya kemaren ada kekurangan 
ukuran sekitar 47 m” 
A : “Sebelum pengerjaan proyek itu gak ada pengumuman dari pihak 
kelurahan?” 
B : “Gak ada mbak. Pas pengerjaan itu gak ada informasi ke masyarakat. 
Masyarakat juga menanyakan kok gak ada informasi terus tiba-tiba 
dikerjakan sama pihak ketiga” 
A : “Itu udah jalan berapa proyek pas masyarakat menanyakan itu?” 
B : “Udah jalan separo lebih mbak” 
A : “Proyek pembangunannya itu udah sesuai belum pak sama prioritas dari 
wilayah sini?” 
B : “Udah mbak. Kemaren terealisasi semua cuman ada kekurangan ukuran” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019 
Pukul  : 17.00 WIB 
Tempat : Kediaman Bapak Darmo 
Narasumber  : Darmo 
Jabatan : Warga 
Alamat : Klenisan RT 3 RW 4 Geneng Gatak Sukoharjo 
No.HP  : - 
 
A : “Di tahun 2018 kemaren, RT sini mbangun apa aja pak?” 
B : “Mbangun berem mbak ada 3 sama talud 1” 
A : “Itu yang ngusulin siapa pak?” 
B : “Ya itu dari warga sini mbak. Mbahasnya pas ada rapat RT” 
A : “Itu di tahun 2018, pembangunannya selesai semua pak?” 
B : “Selesai kok mbak. Prosesnya cepet kok mbak. Paling cuman 
semingguan” 
A : “Dampaknya apa pak dengan adanya pembangunan ini?” 
B : “Ya jalannya jadi bagus mbak. Terus irigasinya lancar” 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juli 2019 
Pukul  : 18.00 WIB 
Tempat : Kediaman Bapak Sumardi 
Narasumber  : Sumardi 
Jabatan : Ketua RT 3 RW 4 Klenisan 
Alamat : Klenisan RT 3 RW 4 Geneng Gatak Sukoharjo 
No.HP  : - 
 
A : “Pembangunan apa saja yang diajukan pada tahun 2018 kemaren pak?” 
B : “Pembangunan yang diajukan kemaren itu jalan sama pagar makam 
mbak” 
A : “Pas pengajuan itu udah sama ukuran-ukurannya belum pak?” 
B : “Sudah mbak. Tapi saya ngukurnya gak detail mbak. Cuman dikira-kira 
aja” 
A  “Sebelum diajukan itu, warga memberi usulan tentang pembangunan apa 
saja yang mau diajukan gitu pak?” 
B  “ Iya. Rapat dulu mbak tiap RT buat mbahas usulannya apa aja” 
A : “Ini di RKP tahun kemaren ada talud i pak?” 
B : “Oh itu yang mengajukan bukan dari sini mbak tapi dari pertanian” 
A : “Dari yang diajuin itu udah terealisasi semua pak?” 
B : “Iya mbak terealisasi” 
A : “Pelaksanaan mbangunnya kapan pak?” 
B : “Itu udah saya tulis di beremnya mbak. Kira-kira itu awal november”  
A : “Berapa lama mbangunnya pak?” 
B : “Ya semingguan ada mbak” 
A : “Itu yang mbangun siapa pak?” 
  
B : “Pemborongnya Pak Parjo mbak” 
A : “Warga sini ikut mbangun juga pak?” 
B : “Enggak mbak” 
A : “Sebelum mbangun itu bapak selaku RT dimintain ijin gak pak?” 
B : “Iya dimintain ijin” 
A : “Kalo ukuran beremnya ini udah sesuai belum sama ukuran yang 
diajuin?” 
B : “Wah gak tau persis mbak. Pokoknya saya ngajuin sekian gitu” 
A : “Berarti habis mbangun itu gak diukur lagi?” 
B : “Enggak mbak. Pokoknya saya ngajuin terus dibangun ya sudah gitu 
percaya aja” 
A : “Habisnya berapa mbak?” 
B : “Lupa i mbak” 
A : “Emang dari kelurahan gak dikasih MMT publikasi?” 
B : “Enggak ii mbak. Kalo laporan itu sih kayaknya udah diberi tau” 
A : “Tanggapannya masyarakat gimana pak setelah dibangun beremnya?” 
B : “Ya terima kasih mbak. Tanggapan yang secara gimana i gak ada” 
A : “Terus sekarang kondisinya gimana pak? Udah ada yang rusak apa 
belum?” 
B : “Saya belum jalan-jalan mbak. Jadi gak tau” 
A : “Kan pas pengajuan tadi bapak mengajukan ukuran. Kalo ukuran nanti 
beremnya dibikin tebalnya sekian gitu gak pak?” 
B : “Gak. Saya itu hanya mengajukan ini panjang berapa lebar berapa 
A : “Cuman itu aja pak?” 
B : “Iya cuman itu 
A : “Bapak ikut Musrenbangdes?” 
B : “Ikut mbak” 
A :   “ Yang ikut musrenbangdes itu siapa saja pak?” 
B : “Ya RT, RW, BPD sama PKK mbak” 
A : “Yang bapak ajuin itu berapa proyek?” 
B : “ Ya cuman ini sama itu mbak 
  
A : “Kalo yang makam itu gak terealisasi?” 
B : “Enggak mbak karena dananya gak masuk ke situ. Entah besok katanya 
loh ini kalo udah rata nanti bisa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran V 
Dokumentasi wawancara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Bapak Landung selaku Kaur Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Bapak Irwan selaku sekretaris Desa Geneng 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Bapak Maryanto selaku Wakil Ketua BPD Desa Geneng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Bapak Rahmadi selaku Ketua RW 06 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Bapak Sumardi selaku Ketua RT 03/04 Klenisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dokumentasi Pembangunan Desa Geneng Tahun Anggaran 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pembangunan Betonisasi Berem Dukuh Sigran RT 2/6 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembangunan Betonisasi Berem Dukuh Tinggen RT 3/2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembangunan Betonisasi Berem Dukuh Klenisan Selatan RT 2/4 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pembangunan Betonisasi Berem Dukuh Kaworan RT 3/5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikasi Keuangan Desa Geneng Tahun Anggaran 2018 
 
 
 
  
Lampiran 6 
Cek Plagiasi 
 
 
 
 
